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BABII
PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)
DI KOTA PEKANBARU

Penegakan Hukum oleh Lembaga Kepolisian
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara
- .—2nan dan ketertiban masyarakat, yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu
- arat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional
.~ = ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Kepolisian juga
~-—punyai tugas agar terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan Hi&nbina serta
=~ zembangkan potensi dan kekuatan fnasyarakat dalam menangkal, mencegah. dan menanggulan gi
- =212 bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan

mesyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk tegaknya hukum di negara ini, lembaga Kepolisian
.~ zat berperan, bahkan barisan paling depan di samping lembaga penagak hukum lainnya seperti

SEAD

. - zksaan dan Pengadilan. Oleh karena tugas yang demikian berat. maka lembaga ini sangat
. ~=rzpkan masyarakat agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar maksimal sehingga mampu
“““ -~ unjukkan kepada masyarakat bahwa hukum harus ditegakkan.
Sebelum tahun 2000 lembaga Kepolisian masih satu atap dengan Tentara Nasinal Indonesia
schingga dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan garis komando TN secara
- uruhan. Oleh karena itu, seringkali terjadi sebelum reformasi tugas-tugas penegakan hukum
.~ = dilaksanakan pihak kepolisian mengalami hambatan birokrasi karena harus disctujui oleh
—ndo dalam TNI. Sejalan dengan kehendak reformasi. dengan dikeluarkannya Undan g-undang

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia scbagai perubahan UU No. 28

~.-.n 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , maka tugas penegakan hukum di
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~asvarakat sepenuhnya menjadi tugas lembaga Kepolisian.
Dengan demikian, diharapkan lembaga Kepolisian ini dapat melaksanakan tugasnya terutama

~czakan hukum secara profesional. Indikatornya adalah rasa aman dan ketertiban masyarakat dapat
~ meningkat dengan pemberian tugas ini secara utuh kepada lembaga Kepolisian tanpa ada campur
.~zan lagi dari pihak TNI. Kalau indikator ini belum terwujud dalam masyarakat atau malah lebih

maka harus diteliti apa penyebabnya.

1 Tugasdan Wewenang Kepolisian
Dalam bagian ini akan diuraikan hasil penelitian pada lembaga Kepolisian yang berkenaan dengan
. =as-tugas yang diemban lembaga ini dalam menegakkan hukum. Kalau dilihat dar tugas lembaga
~olisian ini dalam menegakkan hukum di masyarakat sangat luas, namun dalam pekelitian ini hanya
e

~==voroti beberapa bagian dari tugas kepolisian tersebut, terutama menyangkut penegakan hukum

= pelanggaran hukum pidana di masyarakat. Lebih spesifik lagi hanya menyangkuttentang bagaimana

ini menerima dan memproses pelanggaran hukum pidana di masyarakat.

M 09
ara

Menyangkut dengan masalah pidana yang di teliti juga sangat luas, penelitian ini memfokuskan

= beberapa tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tindak pidanaitu diperoleh dari

"

_z vang menonjol jumlahnya terjadi di masyarakat, schingga dengan memfokuskan penelitian atas

+ w=sarana pidanan ini diharapkan nanti kesimpulan yang diperoleh menunjukkan kemampuan penegakan

~wum yang membatasi pada beberapa tindak pidana di masyarakat. Bukan dari seluruh tugas lembaga

~=olisian ini sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia
28 Tuhun 1997 dan dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2002.
Namun demikian, sebelum diuraikan lebih lanjut hasil penelitian penegakan hukum oleh lembaga
lisian pada beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat, terlebih dahulu diuraikan

——
L

-2 dan wewenang lembaga Kepolisian sebagaimana yang di uraikan pada pasal Pasal 13 UU tentang

~olisian yang menegaskan bahwa tugas pokok Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia

(a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum; dan (c).

S
“e=herikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam
21
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= -«sanakan tugas pokok tersebut seperti yang diuraikan pada pasal 14 nya juga menambahkan
\ ~~-lisian Negara Republik Indonesia bertugas:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawal, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat
dan pemeritnah sesuai kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran,
lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum
masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan;

d. turutsertadalam pembinaan hukum nasional;

e. memilihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: “%

f  melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan; -

g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum
acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya:

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian. laboratorium forensik dan
psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i melindungi keselamatan jiwaraga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dani
gangguan ketertiban/atau bencara termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j.  melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi
dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup
tugas kepolisian,; serta

L. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan ketentuan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagarmana dimaksud

®
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‘ “zlam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban
umuny; |
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat:
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam peratuan dan
' kesatuan bangsa;
| e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f  melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka
pencegahan;

melakukan tidnakan pertama ditempat kejadian.

q

|
‘ h.  mengambil sidik jari dan identias lainnya serta memotret seseorang;
‘ i, mencari keterangan dan barang bukti;
| j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
! k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan
masyarakat;
' . memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan,
keg;iatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
‘ m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
|
| Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya
serwenang:
a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. menyelengggarakan registrask dan identifikasi kendaraan bermotor;
| c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor:
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik:

. e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

e~
o
|F5)
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ga

a.

b.

memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang
jasa pengamanan;

memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian Khusus dan petugas
pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas
kejahatan internasional;

melakukan pengawasan fungsional kepolisian {cx'hzxdzxp orang asing yang beradadi wilayah
Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; "

mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

= B

Tata cara pelaksanaan ketentuan tugas pemberian 1zin keramaian umum dan kegiatan masyarakat
\w~~va diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam rangka menyelenggarakan
: sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara

i -=.olik Indonesia berwenang untuk:

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan:

melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk
kepentingan penyidikan;

membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal
dir;

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersan gka atau saksi;
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
mengadakan penghentian penyidikan;

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum:

mengajukan permintaan secara langsung kepada pe jabat imigrasi yang berwenang ditempat

24
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pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau
menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana:
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta

mencrima hasil.

.2 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
a. Menerima laporan dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan
Berdasarkan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-undang Kepolisian, lembaga
~ w=1ah melaksanakan tugasnya dalam penelitian in1 diuraikan pelaksanaan tugas dan wewenang itu oleh
~mbagakepolisian Poltabes Kota Pekanbaru. Khusus dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam
~-nerima laporan pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran hukum atawwndak pidana dan
+=lakukan proses penyidikan serta penyelidikan atas pengaduan tersebut selama tahun 2001-2002.
Untuk melihat perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga kepolisian ini, tim
~-~cliti telah bekerja dengan mencari data di Poltabes Pekanbaru. Data yang dimaksud adalah jumlah
~-rkara pelanggaran hukum pidana atau yang dikenal dengan tindak pidana yang diterima lembaga
_=oolisian ini kemudian bagaimana lembaga ini merespon laporan dari masyarakat tersebut. Datayang
- —aksud disusun sedemikian rupa sehingga dapat di indentiikasi jenis tindak pidana apa saja, kemudian
~=rapa jumlahnya yang diterima selama tahun 2001 dan juga pada tahun 2002.
Dengan identifikasi jumlah tindak pidana ini serta melihat jumlahnya pada tahun 2001 dan 2002
~-oat dilihat perkembangannya, apakah pada satu tidak pidan tertentu mengalami pen ambahan atau
-Haliknya tindak pidana tersebut mengalami penurunan. Dengan demikian akan memperoleh gambaran
~-zi masyarakat ternyata pada tahun 2001 ada sejumlah tidak pidana dan pada jenis tindak pidanan
-~entu mengalami penambahan dan penurunana, bagi lembaga ini data tersebut dapat juga dijadikan

~~hagai bahan evaluasi. Untuk lebih jelasnya perkembagnan tindak pidanan tersebut dapatdilihat pada

el di bawah ini:
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Tabel 3
Data Kriminalitas Tahun 2001 dan 2002

NO JENIS GK 2001° 2002
cC er cc CT
i | CURANMORRODA2 367 B o -
2 | CURANMORRODA 4 3 N y ;
3 | CURAT 193 39 i -
1 CURAS 163 33 127 32
5 | CURBIS 0 3 - 0
5 | CURIDLMKELUARGA ! ! v o
7 | PEMERASAN 3 13 il =
< | PENGANCAMAN 11 6 y N
5 | PENGGELAPAN 75 s e “
10 | PENIPUAN 74 > B z
11 | PENGRUSAKAN 2 13 s -
2 | PENGANIAYAAN 145 L 2% i
13 | PENGEROYOKAN 4 N * !
4 | PEMBUNUHAN 4 3 b i -
5 | PERKOSAAN 10 J = sl
6 | caBUL 2 = > %
7 | zIva 1 L s 3
'S | LARIKAN ANAK GADIS 2 7 o ?
19 | NIKAH TANPA IZIN 2 B ; -
| BUATA RASA TIDAK ENAK/ HINA 8 6 ; .
21 | CEMARNAMA BAIK 2 ! ﬁ
» | Dt 6 § H :
il 2 2
-3 | PENYEROBOTAN TANAH 1l 2 ; 5
2+ | PEMALSUAN SURAT 2 L o :
> | KEKERASAN MUKA UMUM 0 01 - 636
% | NARKOTIKA 30 2 ? o
= | PSYCOTROPIKA 10 5 ’ -
% | SATAM = 15 ? f
o | SENPI 3 2 5 7
9 | KEBAKARAN 2% 5 1 :
31 | KERACUNAN MAKANAN 2 ‘ : ‘l
© | TEMUMAYAT 2 * . :
= | GANTUNG DIRVBUNUH DIRI 6 3 - -
3 | KETERANGAN PALSU 1 1 : -
s | FITNAH 4 ‘ : ¢
% | UpAL 0 0 ! I
= | PALSUMERK L 9 ! i
% | PERAMPASAN HAK L b . !
© | PENADAHAN 1 0 i
Persentase 13.87 % 454 1493% | 634%

. or- Kasat Reskim Poltabes Kota Pekanbaru, Mei 2003.
| GK: Gangguan Ketertiban, CT: Criminal Total, CC: Criminal (Ke. JPU)
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Data tersebut di atas diperoleh dari Kapoltabes Pekanbaru Mei 2003 atas nama Kasat Reskim

“2hes Pekanbaru waka : Hengki (AKPNRP 71010447). Ada 44 jenis tindak pidana yang terjadi di

-2 Pekanbaru pada tahun 2001 jumlah tindak pidana yang diterima adalah sebanyak 1.387 danyang
.=z belum diproses ke lembaga penuntun umum, yaitu Kejaksaan.

Sementara pada tahun 2002 terdapat peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi sesuai
temzan data pada Poltabes Kota Pekanbaru, yaitu 1.493 dan yang diproses ke Kejaksaan hanya 634
weriara, Data ini juga menun; ukkan bahwa ada sebanyak 859 tindak pidana yang belum diserahkan ke
~=haga Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan.

Dari data tersebut jenis perkara yang belum diajukan ke kejaksaan yang tefb&nvak jumlahnya
.-21zh pencurian motor yaitu dari 367 hanya 30 yang diserahkan, pencurian berat dari 193 hanya 59,
~~curian dengan kekerasan dari 165 hanya 33 dan penganiayaan dari 145 hanya 76 pada tahun 2001.
+=mudian pada tahun 2002 jenis perkara yang sama, yaitu pencurian motor dari 288 hanva 32. pencurian
w2t dari 193 kasus hanya 59, pencurian dengan kekerasan dari 165 hanya 33, dan penganiayaan dar

-5 kasus hanya 76.
Kemudian dari data yang masuk pada tahun 2001-2002 tersebut, tindak pidana yang paling
wunyak jumlahnya adalah Curanmor roda duasebanyak (655), Curat (334), Curas (292), Pen ggelapan
|38), Penipuan (212), Penganiayaan (346), Curbis (129), Curanmor 4 (70). Narkotika (91), Cabul
-5), Pemerasan (52), dan Kebakaran (42).
Pada tahun 2001 dan 2002 terdapat peningkatan jumlah perkara pidana yang masuk ke Poltabes
=:tu dari 44 jenis tindak pidana terdapat 25 jenis kasus yang terdapat pertambahan jumiah, baik dari
-<'um ada menjadi ada, maupun pertambahan dari segi jumlah. Paling dominan peningkatan jumlahnya
»2alah Penggelapan 75 menjadi 113, Penipuan 74 menjadi 138, Penganiayaan 145 menjadi 201,
“.arkotika 30 menjadi 61, Zina 1 menjadi 11, Perkosaan 10 menjadi 17. larikan anak gadis 12 menjadi
"4 Pencemaran nama baik 2 menjadi 11, Penyerobotan tanah 11 menjadi 21 kasus.

Dari data yang masuk dua tahun terakhir tersebut, tindak pidana yang paling banyak terjadi
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&

Bemcunian dengan menggunakan sepeda motor atau Curanmor atau roda dua dengan jumlah
Sumsesanyak 655, Pencurian Berat atau Curat 334 kasus, Pencurian dengan kekerasan atau Curas
g 222 kasus, Penggelapan 188 kasus, Penipuan 212 kasus, Penganiayaan 346 kasus, Pencurian
Ll Curbis sebanyak 129 kasus, Pencurian motor roda empat atau Curanmor roda empat sebanyak
e Narkotika sebanyak 91 kasus, pencabulan atau Cabul 46 kasus, Pemerasan sebanyak 52
Bl Kebakaran sebanyak 42 kasus.

Pu= 1ahun 2001 dan 2002 terdapat peningkatan jumlah perkara pidana yang masuk ke Poltabes
§ & emstindak pidana penambahan jumlah perkara, baik yang lama maupun pen ambahan dan
y wme pernah terjadi. Kasus yang paling dominan meningkat jumlahnya adalah: Penggelapan 75
B 113, Penipuan 74 menjadi 138, Penganiayaan 145 menjadi 201, Narkotika 30 menjadi 61,
wowen 1 kasus menjadi 11, Perkosaan 10 menjadi 17 kasus, larikan anak gadis® 2 menjadi 24
_Pe-cemaran.nama baik 2 menjadi 11 kasus, Penyerobotan tanah 11 menjadi 21 kasus. Dari
W data yang diperoleh mengenai perkembangan jumlah perkara yang diterima oleh Poltabes
) wme dapat diajukan ke lembaga penuntutan yaitu lembaga kejaksaan dapat diperoleh gambaran

B et kut:

Tabel 4
Perbandingan Perkara yang Diterima oleh Poltabes Pekanbaru

dengan yang Diproses di Lembaga Kejaksaan
Tahun 2001-2002

Tahun Diproses % Tahun Diproses %
2001 Ke kejaksaan 2002 Ke kejaksaan
1.387 454 32,7% | 1.493 634 42.46% J|

e Poltabes Pekanbaru 2003,

Data di atas menunjukkan bahwa prosentase pengajuan perkara yang disampaikan Poltabes ke
\ %=aksaan terjadi peningkatan, yaitu dari 32,7 % menjadi 42, 46%. Numun peningkatan ini juga
i senambahan jumlah perkara yang diterima yaitu dari 1.387 perkara menjadi 1.493 perkara,
B -z= peningkatan jumlah kasus yang diserahkan ke kejaksaan untuk diproses tersebut tidak dapat

ywan meningkat sebab ada penambahan perkara sebanyak 106 perkara yaitu (1 493 -1.387)
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serkara. Kemudian untuk melihat perkembangan jenis perkara yang di terima dan di proses di Kejaksaan

“zpatdilihat data sebagai berikut:

Tabel 5

Perbandingan Jenis Perkara yang Diterima Poltabes Tahun 2001-2002
No Jenis Perkara Thn. 2001 | Thn. 2002 (.nui&/turu n)
1 Curanmor 367 288 Turun 79
2 Curat 193 141 Turun 52
3 Curas 165 1827 Turun 38
4 Penggelapan s 113 Naik 38
5 Penipuan 74 138 Naik 64
6 Penganiayaan 1453 201 Naik 56
7 Curian biasa 70 59 Turun 11
8 Curanmor roda empat 36 34 Turon 2
9 Narkotika 30 61 Naik 29
10 | Pencabulan 23 23 Sama
11 | Pemerasan 23 29 Naik 6
12 | Pembunuhan 4 4 Sama
13 | Pemalsuan tandatangan 1 7 Naik 6
14 | Pengeroyokan - 13 Naik 9
15 | Perkosaan 10 17 Naik 7
16 | Psikotropika 10 13 Naik 3
17 | Penggelapan Sk 19 113 Naik 38
18 | Penipuan i T4 138 Naik 64
19 | Pengrusakan 32 B 43 Naik 11

“umber: Poltabes Pekanbaru 2003.

Dari data di atas nampak jenis perkara yang jumlahnya naik, turun dan sama, perkara yang
~mlahnya naik terutama jenis perkara; penggelapan, penipuan, pehganiayaan, narkotika, perkosaan,
~emerasan, pemalsuan tandatangan, pengeroyokan, pengrusakan, perkosaan. psikotropika. Sementara
“=nis perkara yang jumlahnya menurun adalah Cunamor, Curat. Curas, Curbis, dan Curi rodaempat.
Sementara jumlah perkara yang jumlahnya sama adalah pembunuhan dan pencabulan.

Rendahnya penyerahan perkara yang diterima pihak Kepolisian ke Kejaksaan untuk diproses
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dengan hukum yang berlaku menunjukkan adanya beberapa masalah pada lembaga ini sehingga
itu tidak dapat diajukan. Ada beberapa asumsi atau dugaan schingga terjadi penumpukan
% u= perkara tersebut. Pertama, adanya perkara yang tidak punya bukti kuat lalu tidak di proses.
. kurangnya kemampuan lembaga Kepolisian dalam melengRapt persyaratan agan suatu perkara
i an ke Kejaksaan. Ketiga, adanya upaya damai dari para pihak sehingga perkara tersebut tidak
" “oroses sesuai dengan hukum yang berlaku. Asumsi ini akan dicoba dicari penyebab yang pasti
e = peneliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang sesungguhnya.

Faktor lainnya yang mempengaruhi rendahnya jumlah perkara yang diserahkan ke Kejaksaan

‘

W diproses sesuai dengan hukum yang berlaku adalah karena kekurangan jumlah personil pihak

i

W -sizn tersebut dan luasnya wilayah hukum yang harus di awasi oleh personil setiap saat. Barangkali

. o logis, sebab jika personil kurang sementara jumlah perkara yang diterima dan nfad arakat sangat
w2 maka kemampuan manusia yang terbatas akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk
e wsznakan tugasnya sebagai penyidik. Begitu juga kalau wilayah yang akan diawasi terlalu luas dan
e o= tidak disertai dengan transportasi yang memadai, maka akan mengalami kesulitan untuk
Miememwasi lingkungan.

Di samping pengaruh di atas, juga ada faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu kualitas
‘e ~ersonil Kepolisian. Apakah tenaga yang ada adalah anggota polisi yang direkruit dari masyarakat
s =rbaik, karena personil yang diterima menjadi polisi adalah masyarakat yang terbaik dari segi
wie =«tual, fisik, dan kemampuan manajemen akan berbeda daya kerjanya di lapangan. Begitu juga
Wi oo menjadi polisi apakan cukup memadai pendidikan yang diberikan selama menjadi calon polisi
Wi etelah menjadi polisi apakah cukup memadai pelatihan-pelathan yang diberkan sebagar tasilitas

o menjadikan personil polisi yang tangguh menjalankan tugasnya.

b. Personil untuk menangani perkara
Dalam laporan Program kerja Polres Pekanbaru tahun 2003 (periode 1 Januari -31 Desember
1\~ BabIItentang penilaian situasi serta ancaman Kamtibmas mengeambarkan situasi situasi kesatuan,

weeva kekuatan personil, menjelaskan kekuatan personil Polres Pekanbaru pada awal tuhun 2003
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~rupakan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program kerja tahun ajaran 2002 adalah sebagai
nenkut:

L. Prajurit Poln

Kekuatan Prajurit Polri aktif adalah 941 orang yang terdin atas:

1). Perwira :85orang

2). Bintara  :802orang

3). Tantama: 54 orang

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kekuatan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan kepada lembaga Kepolisian Kota Besar

=wanbaru adalah 19 orang terdiri dari : =k

a. GolonganIV : 10 orang.
b.  GolonganIII : 3 orang.
c. GolonganIl : 11 orang.
d. Golonganl : Sorang.

Prajurit Polri yang telah mengikuti pendidikan kejuruan baru mencapai lebih kurang 466 orang.
“=dangkan yang telah mengikuti pendidikan pengembangan :

(a) SESPIM POL :2orang

(b) PTIK : 6 orang.

(c) AKPOL :8 OI'ng.

(d) SETUKPA : 63 orang.

(e) SEPA N 5 orang.

® SELAPA : 1 orang.

9] SECABA : 802 orang.

(h) SECATA : 54 orang.
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|3 Permasalahan dalam Penegakan Hukum di Kepolisian
Dari data yang diperoleh dari aparat kepolisian Poltabes Kota Pekanbaru menunjukkan telah
- .Zinya selisih penyerahan perkara yang dilaporkan masyarakat kepada lembaga ini yang cukup
-~ bukan hanya sekedar kurangnya kemampuan lembaga ini sebagai penycbabnya, tetapi juga ada
.- lain seperti faktor sarana dan prasarana, anggaran yang kurang memadai dan sebaginya. Misalnya,
w+2ra yang dilaporkan masyarakat adalah delik aduan, seperti Kasus a-susila, pencematan nama
. Dalam kasus ini tidak dapat lagi diproses sampai kekejaksaan kalau para pihak telah melakukan
++~=maian, namun kalau delik biasa maka walaupun para pihak telah berdamai. proses hukumnya
.= tetap jalan sampai ke pengadilan.
Kalau memang ada delik yang dapat diselesaikan di lembaga ke polisian tanpa harus diserahkan
.- = aksaan seperti delik aduan yaitu pada kasus-kasus a-susila dan pencemaran nama baik, maka
-l pertanyaan dengan adanya selsisih perkara yang tidak diserahkan ke kejaksaan-eish kepolisian
4 ~=~valebih dari 700 perkara, apakah semuanya delik aduan? Kalau memang delik aduan, timbul lagi
s~ nyaan berarti banyak perkara a-susila dan pencemaran nama baik di masyarakat setiap tahun.
"~ 22t rendah moral bangsa ini, karena datanya meningkat setiap tahun dan penegakan hukum harus
;;»_";'_'\'an kepada perbaikan moral, sayangnya penelitian ini tidak sampai mendata jenis apa delik perkara
..~ = udak diserahkan kepolisian ke kejaksaan.
Terlepas dari itu, memang kinerja polisi masih kurang dari apa yang diharapkan masyarakat
.= keseluruhan dan hal ini juga diakui aparat kepolisian di lapangan. Kekurangan tersebut misalnya
..~ szgi personil, idealnya jumlah polisi dengan jumlah penduduk adalah 1 : 200, dalam setiap 200

- uduk ada 1 personil polisi, sementara sekarang perbandingan tersebut sekitar 1 :400.000 jumlah

~-uduk di Indonesia (wawancara dengan Kapolsek Kota Pekanbaru, tanggal 29 September 2003).
©mping jumlah personil juga masih kurang dari segi ingkat pendidikan, mayoritas jumlah personil

- zda adalah tingkat pendidikannya SMU sementara yang berpendidikan S-1 sangat terbatas sekali.
Disamping jumlah kekurangan faktor diatas, juga terdapat kekurangan dari segi fasilitas. Saat

_~tuk setiap kapolsek hanya ada 1 unit kendraan sepeda motor dan kondisinya pun sudah kurang
~-—2dai, sementara tuntutan dilapangan memerlukan kenderaan yang cukup dan memadai. Hal ini

—engaruh dalam operasional, misalnya kalau ada laporan dari masyarakat kehilangan sepeda motor

~~=nmor) yang jumlahnya mendominasi dan selalu meningkat dari tahun ke tahun, bagaimana polisi

I
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-kan bergerak cepat ke tempat kejadian perkara kalau fasilitas kenderaannya kurang memadai, tentu
-izan memakan waktu sementara pelaku dengan hitungan detik telah lari keluar kota membawa motor
unannya.

Dari segi anggaran juga demikian, untuk membiayai setiap penyelesaian perkara oleh pihak
-zpolisian sampai diserahkan ke kejaksaan hanya dianggarkan sebesar Rp. 125.000. sementara setiap
~erkara yang ditangani kepolisian dalam kegiatan penyelidikan menurunkan personil minimal dua orang
“2n untuk mengumpulkan barang bukti tidak hanya cukup dengan mendatangi TKP satu kali saja,
~2hkan harus berulang kali barulah diperoleh barang bukti dan alat bukti yang cukup. Begitu juga kalau
E 3 serkara Narkoba, untuk memancing pelaku, sering pihak kepolisian meng gunakan dana sendiri untuk

—embeli narkoba dari pelaku dan kadang juga harus berulang-ulang ke TKP, kemudian kalau barang

-kt telah diperoleh, untuk mengetahui secara pasti apakah memang betul narkoba dan termasuk jenis

=02, harus dilakukan penelitian di Jaboratorium untuk ini hanya ada di laboratorium kepadisian di Medan
vang lebih baik. Sehingga biaya untuk mengirim barang bukti ke Medan dan biaya lainnya tidak cukup
~anya dengan dana Rp. 125.000 tersebut, agar tugas kepolisan dapat terlaksana dengan baik semua
~iayaitu harus ditanggulangi sendiri.

Oleh karena itu penegakan hukum oleh lembaga kepolisian masih mengalami berbagai hambatan,
_ntuk memperoleh kinerja kepolisian yang lebih baik dimasa yang akan datang faktor-faktor yang menjadi
2ndala selama ini harus diatasi, kalau kurang harus di tambah. kalau rendah harus ditin gkatkan dan
~lau telah usang harus diganti. Dengan fasilitas yang cukup dan sarana yang memadai kinerja kepolisian
zkan lebih baik dari kondisi saatini.

Dalam meninjau permasalahan yang dihadapi oleh Poltabes Pekanbaru dalam Penegakan Hukum
nerlu ditinjau tugas dan wewenang yang diberikan olch peraturan perundang-undang. Tugas Pokok
Polri sebagaimana yang tercantum dalam rumusan keputusan Pangab Nomor: Kep/L/p/N/1 992 tanggal
s Oktober 1992, yang didasarkan pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dengan penyempurnaannya

| melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1988 serta memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1997,

maka dirumuskan sebagi berikut:
a. Selaku alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum serta

bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara yang adadan

memelihara ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan

> e
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ketertiban masyarakat.
Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan
pelayanan masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membimbing masyarakat guna terciptanya kondisi yang menunjang terscleng e garanya usaha
dan kegiatan:
1. Pemeliharaan dan peningkatan tertib hukum serta pembinaan ketentraman
masyarakat.
2. Pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
:  Selaku kekuatan sosial Politik ikut aktif berperan dibidang sosial politik dalam rangka
mengamankan dan mensukseskan perjuangan bagsa dalam mengisi kemerdekaan serta
meningkatakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatindonesia berdasrkaﬁ'f)ancasila dan

Undang-Undang dasr 1945.

(81

Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugak selaku alat negara
penegak hukum, pengayom, pelindung dan pembimbing masyarakat serta selaku kekuatan
sosial.

£ Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh perundang-undangan.

Untuk tahun 2003 tugas Poltabes Kota Pekanbaru difokuskan pada upaya untuk meningkatkan

“u s pelayanan masyarakat melalui penampilan perorangan, penampilan kesatuan dan penampilan

weional serta upaya menciptakan situasi kamtibmas yang mantab dalam rangka menghadapi krisis
"o, monoter dan pemilihan Gubernur Riau tahun 2003 dan pemilu tahun 2004, Dihadapkan dengan
e =mbangan lingkungan masyarakat dan kontijensi yang mungkin terjadi, maka tugas polres pekanbaru
e 2003 dirumuskan sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan Kekuatan
2. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pembangunan serta penataan markas dan

asrama yang tidak terpelihara terutama pada kesatuan dipolsek.

b. Menerima dan mendistribusikan materil baru untuk mencukupi kebutuhan peralatan guna
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mendukung operasional polres pekanbaru dalamk rangka pengamanan sidang tahunan MPR
2003 dan mensukseskan hasil sidang tahunan MPR 2003.

c.  Mengusulkan pembentukan dua Polsek baru

d.  Memantapkan peran polsek sebagai ujung tombak operasional Polri. terutama untuk polsek

pada jalur luar kota dan polsek yang ada dalam kota pekanbaru.

!\)

Bidang Pembinaan Kekuatan

a. Perawatan personil diarahkan untuk pemenuhan hak dan kesejahteraan prajurit dalamran gka
lebih menumbuhkan motifasi dan dedikasi pengabdian kepada tugas dan pemenuhan
kewajibannya selaku anggota polri.

b. Meningkatkan kemapuan pesonil polri dalam rangka mewujudka® Fostur polri yang
profesional efektif, efisien, dan modern melalui pengusulan untuk mengikuti pendidikan
kejuruan, dan latihan serta penugasan.

c.  Melaksanakan upaya peningkatan penampilan perorangan melalui pembinaan sikap mental,
kepribadian, penampilan fisik dan kemampuan profesional.

d. Malaksanakan upaya peningkatan penampilan kesatuan melalui penertiban markas komando
dan pembinaan manajerial.

e. Melaksanakan upaya untuk meningkatkan operasional melalui pembinaan sistem, tugas
operasional dan terselenggaranya operasi-operasi kepolisian.

f  Melaksanakan peningkatan pemeliharaan materil untuk memperpanjang usia pakai dalam

rangka mendukung operasional.

W

. Bidang Operasional

a.  Mendeteksi berbagai kerawanan Kamtibmas dan kecendrungannya untuk segera
ditanggulangi secara dini agar tidak menjadi ancaman nyata, khususnya kepada kepentingan
penciptaan kondisi dalam rangka pengamanan pemilihan Gubernur Riau tahun 2003 dan

Tahapan Pemilu tahun 2004.
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o

Memantapkan pelaksanaan tugas melalui peningkatan kualitas SDM Polri yang Profesional

dan Proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM sehingga dapat

memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat serta menjamin kepastian hukum.

. Melaksanakan kegiatan operasi Kepolisian yang diarahkan untuk mendukung suksesnya

Sidang Tahunan MPR 2003 serta Purna Sidang Tahunan 2003 secara aman, tertib, lancar,

dan sukses dengan bentuk:

(1) OperasiRutin Kepolisian untuk menanggulangi berbagai bentuk gangguan Kamtibmas
dengan pola keterpaduan operasional dan didukung oleh fungsi pembinaan dengan
sasaran Kamtibmas.

(2) Operasi khusus Kepolisian terhadap bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas tertentu
yang meresahkan masyarakat serta kegiatan lain yang diperkirakan daga? menimbulkan
kerawanan Kamtibmas.

a) Meningkatkan kemampuan operasional didalam rangka penanggulangan
pengungkapan kejahatan terorganisir dan kejahatan berdimensi baru, melalui latihan
pra operasi gelar perkara, gelar opsnal, dan pemantapan lintas sektoral.

b) Memantapkan daya operasional yang pro aktif dan inofatitf terhadap segala bentuk
gangguan kamtibmas dalam rangka meningkatkan pelayanan Polri kepada Masyarakat
melalui kegiatan pe‘mbentukan tim khusus, Ukl Unit Pelayanan Masvarakat, forum
Komunikasi Polri dengan masyarakat kelompok sadar kamtibmas dan lain-lain.

¢) Menyiapkan personil dan peralatan dalam pelaksanaan operasi gabungan dengan
TN, latihan bersama dan latihan gangguan TNI sesuai dengan kebutuhun petunjuk
dan arahan pimpinan Polri.

d) Melaksanakan operasi bersih baik pada saat pelaksanaan operasi khusus Kepolisian
Maupun pada waktu dan tempat-tempat tertentu sebagai upaya untuk menanggulangi
pungli dan tindakan tercela/penyimpang lainnya yang dilakukan oleh anggota Polr,
baik yang dilakukan di lapangan maupun praktek-praktek negatif di perkantoran.

) Meningkatkan upaya koordinasi dan kemitraan antra Departemen maupun Non
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Departemen dalam struktur pemerintahan, guna lebih meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah, kamtibmas.

f) Peningkatan Sosialsiasi dan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan
undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dikaitkan dengan Gerakan Disiplin
Nasional antara lain melalui dewan keselamatan lalu lintas, penegakkan undang-
undang lalu lintas secar akonsisten dan konsekuen traffic enginering. traffic board
dan lain-lain.

k) Memantapkan penggelaran visi dan misi Polri yang mampu menjadi pelindung,
pengayom dan yanmas sesuai dengan strategi yang ditetapkan untuk mencapai
keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri dalam era reformasi khususnya Poltabes
Pekanbaru dengan cara: =A

) Meningkatkan kerjasama dengan pemko dab BNK (Badan Narkoba Kota)
Pekanbaru dalam mengatasi masalah-masalah kamtibmas dan Narkoba.

(1) Meningkatkan penguasaan, kemahiran dan ketrampilan dbidang hukum serta kemmpuan
taktik danteknik Kepolisian sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Polri dalam pembinaan
Kamtibmas.

(2) Meningkatkan penguasaan dan pemahaman lingkup tugas pokok Poln serta kompetensi
Polri berdasarkan Undang-undang dan penerapannya dalam penugasan.

(3) Memantapkan prosedur dan mekanisme pelaksanan tugas berdasarkan petunjuk/ketentuan
yang berlaku.

(4) Mengembangkan inisiatif menjemput bola dan menghindan sifat menunggu petugas.

(5) Akselari waktu yang cepat, idak menunda pekerjaan dan tidak mengulur-ulur waktu dalam

penyelesaiannya.

4). Bidang Manajemen

Meningkatkan peran aktif Polri dalam koordinasi tentang kewaspadaan pelaksanan Otonomi
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Dzerah dan perjuangan untuk mendapatkan dukungan operasional Polri dart APBD.

5). Tugas -Tugas Satuan Kerja
a. Bagmin Polres Pekanbaru

1) Bagmin Polres adalah unsur pembantu Pimpinan dan Staf pada Polres yang bertugas
menyelenggarakan fungsi pembinaan personel dan pembinaan logisuk serta latihan dalam
rangka mendukung pelaksanaan Polres Pekanbaru.

2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pegarahan Kapolres
dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Bagmin Polres :

a) Menyelenggarakan adminsitrasi personil. s

b) Menyelenggarakan perawatan personil yang meliputi pembinaan rohéni, mental
ideologi, tradisi serta pembinaan jasmani teramsuk upaya penyaluran dan penyidikan
lapangan kerja dan pelayanan/perawatan kesehatan.

¢) Menyelenggarakan pembinaan dan admnistrasi logistik dalam lingkungan Polres
Pekanbaru. |

d) Menyelengggrakan latihan antar fungsi/satuan, direl pasukan, penataran dan
ceramah, direl pasukz;n dan lain-lain.

¢) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi yang menyangkut
bidang administrasi.

f) Menyusun dan menyiapkan laporan — 121por;m baik yang berkenan dengan bidang

administrasi maupun yang bersifat umum.

3) Bagmin Polres dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi, disingkat Kabagmin, yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan Waka Polres.
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b. Bag Ops Polres Pekanbaru

1) Bag Opé Polres adalah unsur pembantu Pimpinan dan pelaksana staf pada Polres yang
bertuga menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangkat mendukung komanda dan
pengendalian terhadap pelaksanaan operasional Polres termasuk penyelenggarakan
pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional Polres yang bersifat terpadu serta
pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.

2) Dalamrangka pelaksanaan tugas tersebut Bag. Ops melaksanakan .

a) Membina data/Infomrasi yang berkenan dengan pelaksanaan tugas operasional,
termasuk menerima dan menyalurkannya kepada satuan-satuan dalam lingkungan
Polres dan kesatuan atasanya.

b) Memantau secara aktif dan terus menerus tentang situasi kearffaftan ketertiban
masyarakat dalam wilayahnya.

¢) Mendukung pelaksanaan komando dan pengendalian Operasional.

d) Dalam situasi krisis berfungsi sebagai pusat pengendalian krisis.

e) Sebagai badan staf Operasional Poltabes, menyelenggarakan segala pekerjaan/
kegiatan staf dalam bidang manajemen operasional khusus atas penyelenggarakan
operasi-operasi khususnya yang bersifat terpadu baik antar fungsi operasional maupun
yang secara bersama melibatkan komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan
negara.

f) Mengendalikan pelaksanaan pemberian pertolongan/ perlindungan/ bantuan
Kepolisian dan tindakan tempat kejadian.

3) BagOps Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi. disingkat Kabag Ops,
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru

dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres.

c. Taud Polres Pekanbaru

1) Taud adalah unsur pelayanan pada Polres Pekanbaru vang bertugas menyelenggarakan
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urusan ketetausahaan di lingkungan Mapolres Pekanbaru;
2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Taud Polres Pekanbaru melaksanakan :
a) Melaksanakan korespondensi, dokumentasi termasuk pemeliharaannya dan
ketatalaksanaan perkantoran serta Kearsipan.
b) Mengatur dan mehyiapkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan upacara,
rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus.
¢) Mengusahakan dan mengatur penggunaan angkutan perumahan, perlengkapan dan
ruang kerja.
d) Melaksanakan pelayanan bagi keperluan personil yang berkenan dengan kepentingan
dinas.
e) Melaksanakan dinas urusan dalam lainnya yang meliputi kebersihafi dan keindahan.
3) Taud dipimpin oleh Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam Polres Pekanbaru disingkat
Kataud Polres Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya
kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan

oleh Wakapolres Pekanbaru.

 d. Unit P 3 D Polres Pekanbaru

1) Unit P 3 D adalah unsur pelaksana staf pada Polres Pekanbaru yang bertugas
menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan periiiku dan
tindakan Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal alam
rangka penegakkan hukum dan pemuliaan profesi.

2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dnegan memperhatikan pengarahan Kapoltabes
PEkanbaru dan petunjuk teknis pembina fungsi. Unit Provost Poltabes Pekanbaru.

3) P 3D Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Unit P 3 D disingkat Kanit P 3 D Polres
Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanan tugas kewajibannya kepada Kapolres
Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres

Pekanbaru.
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e. Urtelematika Polres Pekanbaru

1) Ultelematika adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertugas menyelenggarakan
fungsi komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informast termasuk
informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

2) Dalamrangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahan Kapolres
dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Ultelematika:

1 i ' a) Menyelenggarakan pelayanan komunikasi dan elektronika secara umum.

‘ b) Menyelenggarakan upaya untuk mendektesi dan mengidentifikasi sumber-sumber

| ancaman Kamtibmas, khususnya kriminalitas.

i | ¢) Menyelenggarakan pengamanan kedalam tubuh Poltabes yang n*ﬁééfiputi personil,
materiel, informasi/bahan keterangan dan kegiatan terhadap ancaman dari luar
maupun dari dalam serta menyelenggarakan segala kegiatan persandian.

| d) Menyelenggarakan upaya pengamanan, Pengawasan, Perlindungan dan penindakan

| terhadapkan orang asing.

i ‘. e) Menyelenggarakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran

1 kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan

kesatuan bangsa.

f) Menyelenggarakan pengamanan dalam bidang Ipleksosbud untuk mencegah kondisi

kriminongen.

g) Menyelenggarakan pengaman dan pengawsan terhadap pengadaan, pemasukan,

pengeluaran, peﬁggunaan, pemindahan, pengakutan, penyimpangan/penimbunan/

' pemilikan, penguasaan, pemindah tanganan/penhibahan, pembutan dan pemusnahan

| senjata api, anmunisi dan bahan peledak yang bukan organik, TNI dan Polri di

] daerahnya.

‘ h) Membantu penyelenggarakan operasi khusus yang diperintahkan kepadanya.
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3) SatIntelekam dipimpinan oleh Kepala Satuan Intelijen dan keamanan, disingkat Kasat
Intelkam yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajiban tugas kewajibannya
kepada Kapolres Pekanbaru dan alam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh

wakapolres Pekanbaru.

f. Satuan Reskrim Polres Pekanbaru
1)  SatuanReskrim adalah unsur menyelenggrakan/membina fiingsi penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana.
2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahan Kapolres
dan petunjuk teknis pembinaan, Reksrim :
a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi identifikast. ®
b) Menyelenggarakan fungsi Rekrim, yang meliputi :
(1) Kegiatan represif Kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan
pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunan

narkoba.

(2) Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
¢) Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk pengumpulan. pengolahan
dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dun pelaksanan

fungsinya termasuk penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminil.

3) SatRekrim dipimpin oleh Kepala Satuan Rekrim Polres Pekanbaru yang bertanggungjawab
atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Waka Polres Pekanbaru.

2. Sat Narkoba Polres Pekanbaru.
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1)  Satuan Narkoba merupakan pemekaran dari Sat Reskrim yang bertanggung jawab kepada
Kapolres.

2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahan Kapolres
dan petunjuk teknis pembinaan fungsi,  Reskrim:

a) Kegjatan represif Kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
narkotika dan obat berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dan
dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan.

b) Sat Narkoba dipimpin oleh Kepala satuan Narkoba Polres Pekanbaru yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres
Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Waka

Polres Pekanbaru. =

h. Sat Samapta Poltabes Pekanbaru.

1) SatSamapta adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelen gearakan pengamanan objek
khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan tindak
pidana ringan serta pemberdayaan bentuk pengamanan swakarsa.

2) Dalamrangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Pekanbaru
dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Sat'Samapta Polres Pekanbaru :

a) Menyelenggarakan fungsi Sabhara, yang meliput penjagaan. pen gawalan, patroli,
pengaturan, dan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP).
b) Membantu menyelenggarakan operasi khusus Kepolisian yang diperitahkan.

3)  SatSamapta Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta disingkat Kasat

Samapta yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas schari-

hari dikoordinasikan oleh Wakapolres Pekanbaru.

" i. Sat Pamobvit Poltabes Pekanbaru

1) SatPamobvit adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggara-kan pengamanan
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Proyek / Objek Vital, BIP, kawasan industri yang memerlukan pengamanan kKhusus.
2)  Sat Pamobvit Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Satuan Pamobyvit disingkat Kasat
Pamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari dikoordinasikan olch Wakapolres Pekanbaru.

;. Sat Lantas Polres Pekanbaru
1) SatLantas Polres Pekanbaru adalah unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas
menyelenggarakan tugas teknis dalam seluruh wilayah Polres Pekanbaru.
2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahan Kapolres
Pekanbaru dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Sat Lantas.
a) Menyelenggarakan fungsi lalu lintas meliputi. =%
(1) Penegakkan hukum Lalu lintas
(2) Pendidikan masyarakat lalu lintas
(3) Enjenering (perekayasaan)
(4) Registrasi/ identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
b) Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan-dan
penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun
pelaksanaan fungsinyé.
k. Bag Bina Mitra Polres
1) BagBinaMitra adqlah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi
serta mengarahkan pelaksanaan penyuluhan m;\sny;u'uk;u dan bimbingan bentuk pengamanan
swakarsa. )
2) Dalam rangka pelaksnaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Pekanbaru
dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Bag Bina Mitra.
a) Menyelenggarakan pembinaan Kamtibmas swakarsa untuk memelihara dan
menciptakan suasana dan tertib dilingkungan masyarakat termasuk mencegah dan

menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
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b) Menyelenggarakan pembinaan potensi masyarakat untuk memelihara serta
meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan
tugas Kepolisian serta mencegah timbulnya faktor kriminogen.

¢) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dnegan organisasi/badan/instansi

* didalam dan diluar Polri pada tingkat Mapolres dalam rangka pelaksanaan fungsi.

1. Polsek dalam jajaran Polres Pekanbaru
1) Polsek dalam jajaran Polres Pekanbaru berjumlah 6 Polsek yang bertugas
menyelenggarakan fungsi Utama Kepolisian sehari-hari dalam rangka mewujudkan
Kamtibmas dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam wilayah hukum yang
ditetapkan. -
2) Dalamrangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahan Kapolres
dan petunjuk teknis pembinaan fungsi yang bersangkutan dengan Polsek :
a) Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secarailmiah
kasus-kasus kejahatan yang ditangani.
b) Melaksankan kegiatan Patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan
dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
¢) Penyelidikan dan p;anyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan dan hukum yang
berlaku.
d) Pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mendorong kesadaran dan
ketaatan warga terhadap hukum dan ;)crulurun serta peran serta masyarakat dalam

pengamanan swakarsa.

~. 4 Permasalahan yang dihadapi oleh Poltabes Pekanbaru
Dalam melaksanakan tugas atau program kerja sebagaimana yang dimaksud diatas Poltabes
“empunyal masalah-masalah yang terdiri dan:

a.  Jumlah kekuatan polri yang kurang cukup dibandingkan dengan luas wilayah
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Kekuatan materil, pada umumnya sudah cukup tua usia pakainya sehingga dalam

pengoperasionalnya tidak dapat mencapai hasil yang optimal

]

- Rurnah dinas hanya mampu menampung 19 % seluruh personil pollres pekanbaru.

Di samping tersebut diatas permasalahan gangguan Kamtibmas secarea global disebabkan oleh

Iemoa hal:

Situasai dan kondisi diberbagai propinsi diindonesia seperti konflik akibat persoalan suhu

politik, agama,ras/keturunan dan antar golongan berkaitan dengan waktu pelaksanaan

tahapan pemilu tahun 2004.

5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang telekomunikasi, sehingga
masyarakat pekanbaru dapat mengetahui dengan cepat setiap peristiwa yang terjadi
didaerah lain, akibatnya terjadi perubahan terhadap tuntutan hidup vang lebih tinggi serta
tingkah laku yang sendrung individual dan merosotnya rasa kepedulian sosial.

- Dengan dikeluarkannya UU nomor 29 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah. maka
sentralisasi pemerintah dan keuangan akan beralih dari pemerintah pusat kepemerintahan

daerah, yaitu ibu kota propinsi dan ibu kota kabupaten.

Secara regional yang dapat dikategorikan sebagai kerawan kamtibmas adalah:

. KotaPekanbaru scbagai ibu kota propinsi Riau yang letaknya strategis sehagat pintu masuk
dan pintu keluar bagi tenaga kerja asing.

5. Kota pekanbaru berkembang dengan pesat selain menjadi ibu kota, juga menjadi Kota
pusat perkantoran, sehingga banyak tenaga kerja pendatang yang masuk kepekanbaru,

hal ini perlu upaya awal untuk mencegah benturan sosial.

Secara khusus Propinsi Riau gangguan Kamtibmas dapat dikelompokkan dalam beberapa hal:
1. Ideologi

. Berdasarkan tap MPR No. IX tahun 1998, maka Pancasila adalah satu-satunya asas

46

Repository University Of Riau

PERPUSTAKAAND UNRIVERSITAS RIRAU
http://repository.unri.ac.id/




dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Hal ini membuka peluang bagi
kelompok-kelompok kepentingan (parpol/ormas) untuk mencantumkan asas lain yang
langsung atau tidsak langsung memperkuat khasanah demokrasi diindonesia.

c.  Kegiatan ekstrim akhir-akhir ini sudah menampakkan dirt secara konkrit. namun dapat
dideteksi kegiatan praktek seperti yang dilakukan PKI, pertentangan kelus. diskotomi,
eksploitasi permasalahan tanah secara tidak proporsional dan konstitusional yang dapat

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Sosial Politik

a. Dari 128 partai yang bgerdiri hanya 48 parpol dinyatakan memenuhi persaratan untuk
dapat ikut serta pemilu 1999 dari 80 parpol sisanya lebih kurang 2 %arpol yang tidak
menerima dan protes kepada pemerintah.

b. Erareformasi cepat bergulir disegala bidang, menumbuhkembangkan organisasi sosial
kemasyarakatan secara pesat semakin terbuka dan semakin berani melontarkan kritik pada
pemerintah,dan kecendrungan untuk memaksakan kehendak dan men garah pada
pelanggaran ketentuan pidana dengan menebarkan opini yang dapat membangkitkan emosl
masa.

c.  Munculnya Undang-undang baru belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat dan mahasiswa,
karena ada anggapan bahwa DPR/DPRD sckarang peninggalan Orde Baru yang sangat

kental bau KKN.

3. Sosial Ekonomi

a. Krissis moneter yang berkepanjangan termasuk dengan telah diberlakukannya harga BBM
ole4h pemerintah menyebabkan meningkatnya harga sembako. isu dunia usaha. terjadinya
PHK, hal ini dapat dimamfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbuklak ketidak

percayaan pada pemerintah, gangguan keamanan dan melanggar rambu-rambu hukum dan

tindakan anarkis.
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5. Jaringan pengaman sosial yang diarahkan padameningkatkan ketahan pangan , menciptakan
lapangan kerja produktif, perlindungan sosial dan pen gembangan usaha kecil dan menengah.
Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi parpol lain terhadap partai Golkar sebagai maney

politic dan perlu diwaspadai dalam penyalurannya kedaerah-dacrah.

< Sosial Budaya

:  Semakin terbukanya indonesia dibidang pariwisata dan budaya. khususnya propinsi riau
yang banyak memiliki pintu masuk dari negeri, yang makin meluasnya informasi dari dan
keluar negeri,ini menimbulkkan masuknya budaya asing yang tidak sesuai denga kepribadian
bangsa indonesia.

5. Terjadinya kasus-kasus unjuk rasa dengan motif tuntutan UMR, batas tanahttsongan, PHK
sepihak, solidaritas dalam arti sempit yang kegiatannya ditumpangi oleh kelompok mahasiswa
maupun ISM perlu mendapat perhatian untuk penenganan yang tuntas.

. Jumlah pengangguran anak putus sekolah yang cukup tinggi sebagai akibat dar krisis moneter
yang dapat mendorong timbulnya kenakalan remaja kejahatan dan gangguan lainnnya.

3. Sumber produksi yang banyak terkonsentrasi diperkotaan terutama daerah Bounded Area
Batam, mendorong arus urbanisasi, schingga mendorong masalah perumahan, sektor
inpormal ,benturan budaya yang menimbulkan masalah sosial, penyakit masyarakat dan

konflik sosial. -

(87

Fanatisme yang sempit, dan penyalahgunaan agama bagi kepentingan politis, dan sikap
saling mencurugai antar umat beragama yang dapat menghancurkan hasil pembangunan
dan menghancurkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan.

f  Pesatnya kemajuan informasi menyebabkan derasnya arus informasi melalui media cetak,
audio visual maupun jaringan internet, yang dapat dengan mudah mengakses film sadisme,

porno dan menggambarkan kehidupan mewah yang dapat mempengaruhi kehidupan remaja.

Namun di samping sifatnya gangguan, dapat berbentuk ancaman bagi keamanan dan ketertiban
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~usvarakat, juga dapat dikelompokkan dalam beberapa hal:

1. Ideologi/Politik
a. Aktifitas Parpol
(1) Sejak memasuki era reformasi, didalam wilayah polres pekanbaru, terdapat 48 partai politik
baru peserta pemilu tahun 1999 yang secara sah ditetapkan oleh mentri kehakiman RI.
\ (2) Dengan terpilihnya presiden dan Wakil presiden dengan kabinet Gotong Royong tahun
2001, agar dapat diantisipasi.

) | (3) Kantong-kantong terhadap aktifitas/kegiatan parpol peserta sidang tahunan MPR 2003.

b. Aktivitas tokoh masyarakzilt, kaum cendikiawan, dan mahasiswa.

(1) Masih adanya permasalahan tanah antara masyarakat dengan perusahaaffferkebunan diluar
kota pekanbaru yang belum selesai, karenba adanya birokrasi yang panjang sehingga
penyelesaian memakai waktu yang lama,mqereka mendatangi kantor DPRD damn Gubri
yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas. )

(2) Adanyakeluhan masyarakat tentang pencemaran limbah pabrik dan kebakaran hutan
didaerah riau yang merupakan kebiasaan pihak perkebunan dengan cara membakar
membersihkan limbah perkebunan dan sistim pembuangan limbzh pabrik yang tidak tersedia

dengan baik.

i‘ | (3) Dampak dari krisis ekonomi yang sangat dirasakan oleh golongan masyarakat menengah
kebawah yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat.

(4) Dari hal-hal tersebut diatas dijadikan alsan bagi mahasiswa dan kelompok cendikiawan

|
|
|
untuk melakukan unjuk rasa ataupun pernyataan sikap yang ditujukan melalui pemda prop.
| Riau dan DPRD prop.Riau.

(5) Kantong-kantong kerawanan baik kelompok cendikiawan Riau .tokoh masyarakar dan

kelompok mahasiswa yang antara lain sebagai berikut :
a. Gerakan kekuatan reformasi masyarakat Riau (GKRMR)

b. Kekuatan reformasi Riau (KRR)
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¢. Forum Mahasiswa Reformasi Formast )
d. Gerakan mahasiswa universitas Riau (GEMA UNRI)
e. Gerakan Mahasiswa Pembela Lingkungan (Gembala)
f Kekuatan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Himpunan Mahasiswa Islam Riau (HMI Riau)
h. Forum Riau bersatu (Foribet)
f. Kantong-kantong kerawanan daerah terhadap aktivitas tokoh masyarakat Riau,
cendikiawan Riau dan mahasiswa Riau yaitu :
a. Polsek Pekanbaru Kota
b. Polsek Senapelan
c. Polsek Lima Puluh -8
d. Polsek tampan
e. Polsek BukitRaya

f  Polsek Rubai.

c. Kedaulatan RakyatRiau

(1) Sebelum dideklarasikan Kedaulatan Rakyat Riau oleh Prof. Dr. Tabrani Rab. yang muncul
dipermukaan baik dikalangan masyarakat Riau, media massa adalah rencana akan
dideklarasikannya Negara Riau Merdeka (NRM), hak ini berubah menjadi deklarasi
kedaulatan rakyat Riau disebabkan karena kegiatan ini sudah tercium olch aparat keamanan
dan masyarakat luas menolak rencana ini, disamping kurangnya dukungan serta persiapan
dan belum adanya konsep yang jelas tentang Riau Merdeka, yang ada hanya semangat
yang kuat.

(2) Deklarasi kedaulatan Rakyat Riau yang dilaksanakan oleh Prof. Dr. Tabrani Rab dihadapan
+ 30 orang mahasiswa Riau bertempat di kediaman Prof. Dr. Tabrani Rab, tidak

diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat pada saat pencetusan ide Negara Riau Merdeka

(NRM) dilakukan. Hal ini dilakukan karena ada paksaaan dari kelompok mahasiswa Riau
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untuk membacakan deklarasi Negara Riau Merdeka (Konsep mahasiswa Riau) yang isinya
mengarah pada pembuatan makar, sehingga Prof. Dr. Tabrani Rab mengambil keputusan
hanya membicarakan deklarasi kedaulatan rakat Riau untuk menghindari tuduhan makar.
(3) Dengan seringnya media massa melansir berita tentang pendapat dan pandangan masyarakat
secara pribadi baik yang pro maupun yang kontra terhadap Kedaulatan Rakyat Riau (KRR),
meskipun telah mendap'at bantahan secara tegas dari DPRD Prop. Riau scbagai badan
legislatif di Provinsi Riau, hal tersebut dapat membawa opini masyarakat terutama yang
sakit hati terhadap kebijaksanaan/keputusan pemerintah untuk terus men gumandangkan
KRR sehingga kemungkinan pada suatu saat nanti ada tokoh baru selain Prof. Dr. tabrani
Rab yang tampil sebagai provokator (Tabrani Rab lain) untuk merealisasikan KRR.
(4) Kantung-Kantung kerawanan terhadap perkembangan Kedaulatar™R4kyat Riau baik
perorangan maupun kelompok yaitu antara lain :
(a) Fauzi Khaidir (Anggota DPRD Tk I Riaw/Ketua DPD PDR Tk. I Riau).
(b) Hj. Azlani Agus, SH (Dosen UIR).
(c) H. Tamrin Nasution (Tokoh Masyarakat).
(d) Idrus Tintin (Ketua Dewan Kesenian Riau).
(e) Wahyu Kurniawan (Ketua Senat IAIN SUSQA)
() Bahana UNRI (pers kampus).
(g) Aklamasi UIR (pers kampus).
(h) Gagasan TAIN SUSQA (pers kampus).
(i) Prof. Dr. Tabrani Rab (Tokoh Masyarakat).
(5) Kantong-kantong Kerawanan daerah yaitu:
(a) Polek Pekanbaru Kota. -
(b) Polsek Senapelan.
(c) Polsek Limapuluh.
(d) Polsek Rumbai.

(e) Polsek Tampan.
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(f) Polsek Bukitraya.

2. Ekonomi

2) Tenaga Kerja

1) Dalamsistim ekonomi, tenaga kerja selain sebagai konsumen juga bertindak sebagai produsen
yang mengelola bahan mentah, bahan dasar atau bahan baku menjadi barang atau setengah
jadi. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi Pancasila, tenaga kerja idak dipandang sebagai
objek namun dipandang sebagai subjek atau pelaku ekonomi, sehingga dalam hubungan
industrial Pancasila, buruh tidak dipandang sebagai pekerja, namun dipandang sebagai
mitra usaha yang 'meneﬁtukan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Faham
kehidupan ekonomi Indonesia ini bila tidak dihayati dan dilaksanakan ofel para pemilik
modal/pengusaha akan menimbulkan gejolak sosial ekonomi.

2) Dengan demikian serikat pekerja sebagai wadah dan badan kolektif dari tenaga kerja
memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional, etos kerja,
harkat dan martabat pekerja Indonesia, demikian pula sebaliknya bagi mereka yang akan
menghancurkan perekonomian Indonesia berusaha menguasai wadzh ini dalam bentuk serikat
pekerja tandingan.

(3) Pencari kerja dari luar kodya Pekanbaru menjadi wilayah Kota Pekanbaru sebagai tempat
transit. Sebelum berangkat ke Malaysia dan Singapura, hal ini dimanfaatkan oleh orang-
orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan TKT ilegal ke Malaysia dan
Singapura.

4) Kantong-kantong kerawanan terhadap gejolak tenaga kerja yaitu:

(a) Polsek Pekanbaru Kota
(b) Polsek Senapelan
(c) Polsek Limapuluh

(d) Polsek Rumbai

(e) Polsek Tampan
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() Polsek Bukit Raya

b) Gejolak Ekonomi dan Krisis Moneter.

(1) Kirisis moneter yang melanda Asia Tenggara sampai saat ini, khususnya yang dialami oleh
negara Indonesia yang berakibat terjadinya gejolak eko_nomi di seluruh wilayah Indonesia.
Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap segala sendi kehidupan masyarakat terutama
golongan menengah ke bawah.

(2) Situasi Kamtibmas yang dipengaruhi oleh gejolak ekonomi tersebut dapat lebih buruk bila
ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan dengan
cara menyebarkan issu-issu negatif. Hal tersebut bila tidak diantisipasi secara profesional
dan terkordinatif dan menimbulkan respon dari masyarakat yang akhifh¥a terjadi unjuk
rasa yang menjurus menjadi kerusuhan massal.

(3) Kantong-kantong kerawanan terhadap gejolak ekonomi yaitu :

(a) Polsek Pekanbaru Kota.
(b) Polsek Senapelan
. (c) Polsek Limapuluh
(d) Polsek Rumbai
(e) Polsek Tampan
(f) Polsck Bukit Raya.

3) Sosial Budaya

a) Masalah SARA

(2) Heterogenitas masyarakat di Kota Pekanbaru sangat tinggi schingga sering terjadi bentuan-
benturan antar masyarakat yang disebabkan oleh pertentangan Sara, yang sewaktu-waktu
dapat menjadi pemicu timbulnya gejolak massa. Beberapa potensi kerawanan perlu
diwaspadai saat Sidang Tahunan MPR 2003 adalah sebagai berikut :

(a) Berkembangnyasolidantas scmpit dan emosional yang diwarnai oleh Tatar belakang
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kesukuan, etnis dan agama.
(b) Berkembangnya issu-issu negatif yang masih sering menjadi keresahan dan

berakibat timbulnya kerusuhan massal dibeberapa tempat.

3) Kantong-kantong kerawanan masalah sara yaitu :
(a) Polsek Pekanbaru Kota. i
(b) Polsek Senapelan
(c) Polsek Limapuluh
(d) Polsek Rumbai
(¢) Polsek Tampan
(f) Polsek Bukit Raya.

o)Tanah

2) Tanah merupakan salah satu objek pembangunan yang sangat mendasar dan potensial
sehingga berbagai kepentingan pembangunan nasional yang dapat mengakibatkan terjadinya
sangketa atas penggunaan dan pemanfaatannya. Timbulnya berbagai kasus sangketa tanah
di Kota Pekanbaru pada umumnya disebabkan oleh berbagai penyelewengan dan atau
manipulasi fungsional yang mempunyai kewenangan atas mengeluarkan surat ganti rugi tanah
sehingga terjadinya penyerobotan taﬁah oleh masyarakat vang tidak bertanggung jawab
karena _tidak keterlibatan aparat yang berwenang mengeluarkan surat tanzh terscbut.

(3) Permasalahan sangketa tanah di Kota Pekanbaru yang sering terrjadi antara masyarakat
dengan pengusaha real estate disebabkan terjadinya penggandaan surat.

(4) Dengan ada penyerobotan tanah oleh perusahaan real estate tertentu schingga
dimanfaatkanoleh pihal\'/kclompok-k'e‘lompok tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk
menciptakan suatu kondisi yang dapat membahayakan.

(5) Kantong-kantong kerawanan daerah terhadap permasalahan tanah yaitu::

(a) Polsek Rumbai
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&

(b) Polsek Tampan s
(c) Polsek Bukit Raya.

4). Bidang Hankam

a) Gangguan Keamanan

(2) Gangguan Keamanan khusus dibidang Kamtibmas yang perlu diwaspadat adalah kejahatan
dengan kekerasan baik menggunakan senjata tajam maupun senjata api, karena bentuk
kejahatan ini sangat mempengaruhi derajat ketentraman masyarakat.

(3) Gangguan keamanan lainnya adalah Sara yang dapat muncul kepermukaan dengan berbagai
pemicunya, setiap masalah yang potensial bermuatan Sara patut perlu mendapatkan
perhatian khusus dengan peningkatan koordinasi antara instansi baik perintah maupun swasta
dan tokoh-tokoh masyarakat. e

b). Jenis-jenis kriminalitas yang perlu diantisipasi pada tahun 2003 adalah sebagai berikut :

(2) Pencurian Kendaraan Bermotor

?3) Penc-un'an dengan Pemberatan

(4) Pencurian dengan Kekerasan

(5) Kejahatan Narkotika/Psikotropika

(6) Penyelundupan.

(7) Penipuan/Pengelapan

(8) Pemalsuan Mata Uang/Kredit card dan dokumen berhaga lainnya.

(9) Sengketa Tanahajam dan Pengerusakan.,

2. Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

Salah satu agenda reformasi adalah difégakkannya supremasi hukum. Tuntutan ini barangkali
“ atarbelakangi bahwa selama ini hukum tidak ditaati oleh masyaraakat schingga menjadi tidak berwibawa.
<1 ini dapat dilihat dengan adanya istilah-istilah yang melecehkan hukum (dalam masyarakat awam).

\Usalnya singkatan KUHP diplesetkan menjadi “Kasih Uang Habis Perkara’. Profest Pengacara
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wikan sebagai “Pejuang yang maju tak gentar membela yang bayar”. Berperkara lewat
Wit ian diplesetkan “Hilang satu ekor ayam rugi satu ekor kambing”, dan banyak laagi istilah-
unz pada intinya merendahkan wibawa hukum itu.

Timbulnya istilah itu memang tidak lepas dari pengamatan masyarakat terhadap proses hukum
§ =adi selamaini, baik proses perkara di Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisiaan, bahkan pelaksanaan

s L. &

wrn di birokrasi (pemerintahan). Menurut pengamatan masyarakat, belum sepenuhnya sesuai
» mlai-nilai keadilan, sehingga timbullah intilah-istilah tersebut.

Deari kondisi hukum yang seperti ini, siapa sebenamyqa penyebab runtuhnya wibawa hukum itu?
»dzk mudah untuk menjawabnya. Sebab, untuk penegakkan hukum mensyaratkan banyak hal
I =agai lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintahan, dan Masyarakat
s Namun, pada hari pelantikan Jaksa Agung oleh Presiden Megawati. lembaga K‘?ﬁ}saan diminta
# wr=siden agar membuktikan dirinya kepada masyarakat, bukan laagi sebagai “tempat transaksi/
e perkara”. Instruksi seorang presiden terhadap lembaga ini tentu bukan tanpa bukti.

Hal ini diakui oleh lembaga Kejaksaan itu sendiri yang menyebutkan memang di lembagaitu
ransaksi/dagang perkara, namun tidak semua pejabat Kejaksaan melakukan itu. Pengakuan ini
wnozkan sikap kesatria di tengah banyaknya orang mencari “kambing hitam™ atas kesalahan yang
. 2kannya. Namun apakah dengan pengakuan ini dapat dikatakan lembaga Kejaksaan penyebab

wnva wibawa hukum selamaini?

.~ Sejarah Kejaksaan
Dalam literatur bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, scjarah dinyatakan dengan Kata “History,

.~ dan Genealogy”. Sesungguhnya asal kata tersebut berasal dari bahasa Yunani. yaitu Historia

sz mempunyai arti hasil penelitian. Menurut seorang ahli Sosiologi hukum Indonesia. yaitu Prof. Dr.
' emono Soekanto, SH, MA pengertian sejarah dinyatakan sebagai berikut:

“Di satu pihak sejarah dapat diartikan sebagai riwayat dari kejadian-kejadian, yaitu suatu
penyajian dari kejadian-kejadian tersebut. Selain dari pada itu sejarah merupakan suatu buku vang
berisikan riwayat dari suatu bangsa, nasyarakat atau kelompok sosial tertentu. Sejarah juga
merupakan penulisan secara sistematis dari gejala-gejala tertentu yang berpengaruh terhadap
suatu bengsa, suatu lembaga atau kelompok sosial yang brasanya disertai dengan suatu penjelasan
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mengenai sebab-sebab timbulnya gejala-gejala tersebut. Pendeknya sejarah adalah pencatatan
yang bersifat deskriptif dan interpretatif, mengenai kejadian- kejadian yang dialami oleh manusia
ada masa-masa lampau yang ada hubungannya dengan masa Kini™.

Dalam mempelajari sejarah, terutama sejarah hukum, kiranya dapat dilihat dalam pidato sambutan
L:n pengarahan dalam Simposium Sejarah Hukum di Jakarta tanggal 1-3 April 1975 oleh Mentri
‘zhakiman R.I yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbincangan sejarah hukum merupakan arti penting dalam rangka pembinaan hukum

nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang
perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan masa
lampau. Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajagi berbagai aspek hukum Indonesia pada
masa yang lalu, hal mana akan dapat bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah hukum
serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita™

Di samping uraian tentang sejarah hukum sebagai mana ditegaskan pada bagigﬁjiterdahulu, kiranya
“—u diketahui bahwa sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, bukan hanya berisi tentang kronologis ataupun
. onstruksi pada masa kini dan mengenai pengalaman-pengalaman di masa silam yang tidak mungkin
2=mbalikan lagi.

Selama lima windu perjalanan sejarah Kejaksaan Republik Indonesia itu menunjukan data serta
Jemstiwa-peristiwa yang merupakan pengalaman serta pelajaran berharga di waktu yang lalu yang dapat
- manfaatkan sebagai bahan untuk lebih meningkatkan lagi dan menyempurnakan prestasi-prestasinya

=z positif. Juga meniadakan atau setidak-tidaknya mengurangi hal-hal yang masih belum memuaskan

. wz perjuangan dan gerak langkahnya di masa kini dun masa akan datang.

= 2 Pengertian Jaksa dari Sudut Etimologi Bahasa
Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan selanjutnya, kiranya perlu diketahui tentang
'\ senzertian jaksaitu sendiri. Jaksa atau Yaksaberasal dari kata India. Gelar itu di Indonesia diberikan
"z pejabat yang sebelum pengaruh hukum Hindu masuk Indonesia, sudah biasa melakukan pekerjaan
.~z sama. Dalam sisi yang lain, menurut pandangan pemikiran cendikiawan Kejaksaan, yaitu Dr.

sl I

" ~erodji, menjelaskan bahwa kata Jaksa berasal dari bahasa sanskerta yang berarti “Pengawas”
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Wemnrendent) atau pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kemudian sesuai dengan lampiran Surat
wiissan Jaksa Agung RI Tahun 1978 menyatakan bahwa Jaksa merupakan asal kata dari ““Seloka
W Adhy Wicaksana” yang merupakan landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warca Adhyaksa

| mempunyai arti serta makna sebagai benikut:
SATYA, kesetiaan yang bersumber dari rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap

» moadi dan keluarga maupun sesama manusia.

1

ADHI, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab
0\ =rhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama.

WICAKSANA, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapannya

\saan dan kewenagannya.
e

Demikianlah beberapa konsep pengertian ditinjau dari sudut etimologi bahasa. khususnya
W oenai asal-usul perkataan atau sebutan jaksa yang bersumber dari bahasa sanksekerta atau bahasa
1 e Xuno (Jawa Kawi). Dalam bahasa Inggris, Jaksa merupakan Public Prosecutor (Jaksa Umum
“zksa Biasa), Jaksa Agung (Attorney General), Kantor Kejaksaan (Office of a Public Prosecutor
Jifice of Council for the Prosecutiom).

Di samping itu, perlu diketahui bahwa di Inggris ada tiga macam jaksa .yaitu Public Prosecutor;
"2 Prosecutor dan Prosecotor by Private Citizen and Bodies. D1 Amerika Serikat istilah
Waciartikan sebagai Distric Artorney. Sebab, scorang jaksa dipilih oleh masyarakat di dalam suatu

« atau daerah. Jadi, status tersebut diartikan sebagai Jaksa Daerah (Ilham Gunawan, 1986:26).

‘wrang peranan dasn kekuasaan jaksa. Hal ini penting agar cakrawala informasi ilmiah dapat semakin

“w=mbah dan berkembang.
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. 3 Kekuasaan Kejaksaan Masa Pemerintahan Kerajaan Indonesia

Setelah membicarakan pengertian jaksa ditinjau dari sudut etimologi bahasa, kiranya perlu
w-uk mengungkap dan mengupas mengenai kekuasaan kewenangan aparat kejaksaan beserta para
_sanya dalam melaksanakan tugas dimasa pemerintahan kerajaan. Uraian men genai sejarah pencgak
: . _xum khususnya yang dilakukan aparat kerajaan Majapahit dan Mataram. Adapun men genai pemilihan
“.a kerajaan tersebut kiranya dilandasi oleh pertimbangan tertentu yaitu dinilai dan kemampuan dua

‘=rjan itu terutama dalam menguasai wilayah geopolitiknya ketia masa dahulu kala.
Kekuasaan tersebut istimewa melekat dan dimiliki oleh kerajaan terkuat di wilayah asiatenggara
«=tika itu, yaitu kerajaan Majapahit dan kerjaan Mataram. Namun demikian . juga tidak menyampingkan
~eranan penegak hukum yang dilakukan oleh aparat kerajaan Singasari maupun pada dinasti di kesultanan
~irebon . mengenai peranan sejarah penegak hukum oleh aparat kejaksaan paéadasarnya sangat
-enting, sebagaimana sambutan Jaksa Agung R.I. hari Suharto. SH pada panitia penyusunan dan
®enyempurnaan Kejaksaan Republik Indonesia (1945-1985), yang antara lain menegaskan bahwa
1 2zlam laju perjalanan sejarah selama lima windu Kejaksaan Republik Indonesia, telah banyak dipetik
sengalaman-pengalaman dan diperoleh pelajaran-pelajaran dalam berkiprah untuk melaksanakn tugas

serta kewajiban yang dipercayakan negara, nusa dan bangsa kepadanya.

Dengan bekal pengalaman-pengalaman dan pelajaran-pelajaran berharga dari kurun waktu selama
:ma windu tadi saya mengharaapkan.seluruh jajajran Kejaksaan Republik Indonesia akan dapat lebih
meningkatkan kemampuan profesionalnya serta memperlipat- gandakan prestasi-prestasinya dalam
_saha-usaha pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah
= | - zariskan oleh dan dilandaskan l\:cpudu Pancasila dan-Undang-undang Dasar 1945, perlu disadar
«=penuhnya bahwa setiap kurun waktu memiliki hikmah serta tantangannya sendiri-sendiri dan oleh
. =renanya memerlukan kesigapan , keluwesan disamping sikap tanggap dan tan gouh dari para penegak

- kum pada umumnya serta seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia khususnya.

a. Masa Kerajaan Majapahit

Dari khazanah perbendaharaan sejarah di tanah air dan berbagai disiplinilmu yang lain, telah
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__Lk;apkan oleh para ahli dalam bidang masing-masing bahwa di zaman bahari suku-suku bangsa
- =conesia telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi serta sistem peradilan yanb memadai dengan
| = ~:asi dan kondisi pada masing-masing lingkungannya. Berdasarkan data sejarah nasional di zaman
Lzriaan Hindu-Jawa di Jawa Timur , yaitu kerajaan Majapahit, telah menunjukan bahwia ada beberapa
.~atan di negara tersebut yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadyaksa. Ketigaistilah
=—=but berasal dari bahasa jawa kuno atau bahasa Sansekerta.
Peranan kejaksaan telah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat Indonesia kuno. Dalam masa
. --uasaan kerajaan Majapahit, Gajah Mada sebagai Majapahit juga mempunyai kedudukan sebagai
w2 negara atau Raja Jaksa, yang tugasnya mengawasi pelaksanaan undan g-undang Raja atau Shiti
'\ ~=ndran. Dalam hal ini Gajahmada harus menyusun suatu rencana dalam soal sengketa yang penting.
_~=in tersebut dapat dilihat dalam buku pedoman pelajaran tata hukum Indonesia, 61# Kusumadi
#.50sewojo yang menyatakan diantara kitab-kitab hukum yang terdapat dari abad-abad dahulu 1tu

4= heberapa yang disebut oleh para sarjana seperti Prof. Krom dalam bukunya “Hindoe —Javaansche

“=<chiedenis” dan Prof. Van Vollen Hoven dalam bukunya Adath Recth, jilid IL.
Sebuah kitab hukum bernama “Hukum Gajah Mada”. Gajah mada adlah pepatih negara
Wz zpahit dari tahun 1331-1364. Orang kuatini sebagai Adhyaksa (jaksa) menyelenggarakan segala
% Narendran, (Undang-undang Raja) dan sebagai Asthapadha Raja membrikan lapor pada segala
| edilan perkara-perkara yang sulit dan atas usahanya tersusunlah semua piagam-piagam perihal yang

"\ =~al pada masa itu berupa kitab hukum, yang disebut kitab hukum Gajah Mada.

\ ,
Menuurut penjelasan Dr. W.F. Stuterheim, dalam karyanya Het Hindoeisme In Den Archipel,

\ue - atakan bahwa Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman kerjaan Majapahit. ketika ada dibawah

| zsaan Prabu Hayam Wuruk (1350-1389), yang dibebani tugas untuk menan gani masalah-masalah
‘;mw v=:lan di bawah pimpinan dﬁn pengawasan Mahapatih Gajahmada. Dari keterangan tersebut dapat
\oil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan Dhyaksa adalah Hakim Pengadilan, sedangkan
. -isa Hakim tertinggi, yang memimpin dan mengawasi para Dhyaksa. Dengan demikian Adhyaksa
g ..=—a sebagai pengawas (Opzichter) atau Hakim Tertinggi (Opperechter).

Selanjutnya tugas Gajahmada dalam urusan penegakan hukum bukan hanya sekedar bertindak
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% dhyaksa, akan tetapi menjalankan juga sgala peraturan Raja atau Shiti Narendran, dan
«2n perkara-perkara sulit ke pengadilan. Jadi tugas yang disebut terakhir mirip dengan tugas
\aku penyerah perkara pada dewasa ini. Dari para Adhyaksa itu dan dari Dhyaksa dituntut
\ 1 dan keahlian dalam kitab hukum Hindu Kuno yang ssudah diakui oleh hukum adat dan sesuai
serasaan atau pendapat para rohaniawanserta para cendikiawan yang mendampin gi para Dyaksa
. “-hubungan dengan hal tersebut, pengertian Dhyaksa adalah sebagai pengawas tadi (L.
Wwarsito, 1978 : 73).

Xemudian pada zaman kerajaan Majapahit maupun kerjaan Singosari dalam abad ke XIII,
W & 22mpingi oleh Dharmadyaksa yaitu yang melaksanakan tugas dalam urusan agama Sayiwa dan
¥ Disamping sebagai petugas dalam bidang keagamaan, Dharmadyaksa mempunyai tiga pen gertian
i melaksanak tugasnya, yaitu : 4

Sebagai pengawas tertinggi dari kekayaan suci (Superintendent)

|~

5. Sebaeai peneawas tertineei dalam urusan kepreayaan (Religie
foo o oo o ]

C

>, Scbagai ketua pengadilan

Adapun tugas-tugas Dharmadyaksa dalam bidang keagamaan baik dalamagama Syiwamaupun
W o masing-masing disebut Dharma dhyaksa ring kececewn dan Dharmadhyaksaring kasogatan
" Muhammad Yamin, Sapta Prawa: 201). Pada abad ke XIX, di Bali, diketemukan sebuah kitab
- kuno yang bernama agama. Isi buku ini terdiri dari dari peraturan-peraturan hukum pidana dan
2 sedikit memuat peraturan-peraturan hukum pidana dan hanya sedikit memuat peraturan-peraturan
| o perdata, yang merupakan kompilasi dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Malawa,
. = dan disebut sebagai Malawadharmasastra atau Kuntaradharmasastra.

Sebagai dari isi buku agama tadi telah diatur agar dapat di sesuaikan dengan keperluan rakyat

o
I

s Hia

- masyarakat di Jawa pada waktu itu yang berbahsa Jawa kuno. Diperkirakan kitab ini berasal dari
1 apahit di zaman kekuasaan Prabu Rajasa atau Hayam Wuruk, yang dipergunakan sebagai salah
o kitab hukum yang mengikat kerajaan Majapahitdan segenap warganya tanpa pandang bulu.

“1.m bahsa sansekerta kata agama diartikan sebagai pengetahuan, Adat atau Ajaran. Namun demikian

61

@ Repository University Of Riau
"PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/




"r-jundQngunakansebagMjudulknabpennumnrpennuranhukun1hddadhannasqs&ayang
lwan isinya telah disadur.
Walaupun urusan peradilan ditangani oleh para Dhyaksa dengan didampingi para Cendikiawan

W vzr2 Rohaniawan di bawah pimpinan dan pengawasan tertinggi Gajahmada selaku Adhyaksa,
» semuanya ada dibawah perintah Sang Prabu Hayam Wuruk. Oleh karena kesibukannya dalam
weern pemerintahan, ada kalanya tidak sempat menghadiri peradilan. Agar selalu dapat mengikuti

w1an, kemudia Prabu Hayam Wuruk mengutus kemenakannya senfiri yaitu Wirakramawardhana,
= wakil Raja dalam urusan peradilan atau Crinarendradhipa.
Namun demikian tidak semua putusan peradilan dalam perkara pidana dijatuhkan oleh para
~wxsa. Mengenai dusta, corah atau pencurian dan tatayi, merupakan tindak pidana-pidana yang
‘vw;ngkngm1phhnunyuidUMUhkunSUKMiQMh[%ubu[hwunxVWnuk.Pcdudﬁg&ﬁuithvudumu
\ue corah masing-masing ada tujuh jenis. Dari ketujuh dusta hanya tiga yang diancam mati, yaitu
;wrwunuhmluuunﬁcnyunnlpunbunuhunuuunndukuhmungyungUdukbcnkmu.Dunkcuguhconm
<=2 Corah) atau tujuh jenis pencurian, hanya satu yang diancam pidana pencurian yaitu diwaktu
e Selain itu, ada tatayi kejahatan yang seluruhnya ada eman jenis, berupa membakar rumabh,
JecUni SCSAMAM manusia, menenung sesama manusia, mengamuk, menfitnah dan merusak kehormatan
e Disamping itu meniduri isteri orang lain juga dapat dikenakan pidana mati (Slamet Muljana,
NGT - 15).

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Adhyaksa merupakan Dhyaksa yang tertinggi. Di
-oahit para Dhyaksa dikoordinasikan dan dipimpin langsung oleh Mahapatih Gajahmada. Mahapatih
e memang tokoh yang luar biasa cakap dan serba bisa. Selain itu Gajahmada pandai dalam menangani
wesclah politik, megelola pemerintahan dan ahli siasat serta Adhyaksa. Dia juga sebagai penyusun
_ oo piagam hukum yang dikenalnya pada zaman itu, dengan nama kitab hukum Gajahmada. Pada
i, penggunaan istilah Dharmadyksa adalah merupakan sebutan untuk penasihat Raja, yang
. ngoung jawab terhadap kekayaan atau harta benda suci dari kerajaan serta urusan-urusan
\amaan. Hal ini sudah termasuk dalam menegakan peraturan-peraturan yang tercantum dalam kitab-

b suci.
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- Kemudian kerajaan Maja_pahit runtuh pada tahun 1478 dalam masa pemerintahan B.R.E.
' erthabumi, yaitu setelah mengalami berbagai kesulitan intern yang tidak dapat diatasi sehingga tidak
mampu menghadapi serangan dari Demak. Namun demikian peranan Dhyaksa sebagaimana yang berlaku
‘ . “zaman Majapahit tidak lenyap begitu saja, bahkan dikerajaan Mataram pada abad ke XVII yang
—enganut agama isalam, sisa-sisa pengaruhnya masih ada, sebagaimana nampak dalam sistem peradilan

[ ~erdata ada padu yang diterapkannya. (R.A. Kern, 1972 : 82).

Di samping yang telah penulis kemukakan, para sarjana Belanda nampaknya telah berhasil meneliti
sntara peradilan Raja dengan peradilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Adapun perkara
.2ng menjadi urusan Peradilan Raja disebut perkara perdata. Namun demikian perkara lainnya yang

‘ dak menjadi urusan peradilan Raja disebut perkara padu. Perlu diketahui bahwa perkara pradata
} wlalah perkara perkara yang membahayakan kemanan dan ketertiban negara nntur‘!}gl n kerusuhan di
i “iJam negeri, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan sebagainya. Perkara scmdcam ini diadili
‘ =h Raja pribadi. Perkara padu, merupakan perkara yang menyangkut kepentingan rakyat perorangan,
wsalnya perseliisihan diantara rakyat yang tidak dapat di damaikan secara kekeluargaan olch Hakim
“erdamaian masing-masing tempat. Perkara ini dioaldili oleh pejabat negara yang disebut Jaksa.

Menurut Prapanca yaitu scorang ilmuwan ketika dimasa kejayaan kerajaan Majapahit, telah
meoaskan didalam bukunya dengan judul “Negara Kertagama’™, bahwa di Majapahit diantara para
s iabat negara ada dua orang pejabat yang menjadi ketua pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya,

«=tua pengadilan itu dibantu oleh tujuh anggota.

» Masa Kerjaan Mataram
‘ Dinasti Kerajaan Matarm Islam yang didirikan oleh Pnembahan Senopati pada tahun 1575,
+13h mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultzn Agung. Rajaini dikenal sebagai Raja
~=ti2a yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645 pada waktu itu . kekuasaan Kergjaan
Wataram di bawah pemerintahan Sultan Agung meliputi Jaw @ Ten gah, Jawa Timur dan sebagian Jawa
. Namun dalam masa-masa pemerinthan raja-raja vang menggantikannya nampak adalah

=munduran. Kemudian secara berangsur-angsur wilayah kekuaszan kerajaan semakin men yempit akibat

‘ 63

@ Repository University Of Riau
=" PERPUSTHAKAAND UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/




Wakil Raja Mataam dengan dibantu dengan empat orang jaksa, sedangkan putusan dijatuhkan oleh
Wakil Raja Mataram. Pada tahun 1645, ketika Amangkurat I memegang tampuk kekuasaan, pengadilan
pradata ini, dihidupkan kembali. Di Ibukota kerajaan Mataram yaitu di Kartasura, ada empat orang
jaksa, yang harus melaksanakn tugasnya mengawasi segala penjuru kerajaan dan mempersiapkannya
untuk dihadapkan kepad Pengadilan Raja sendiri, akan tetapi haurs dilaksanakan di negara agung yaitu
pusat pemerintahan ibukota negara.

Demikian juga perkara Pradata dari daerah bekas negara yang takluk pada Mataram, disalurkan
ke Ibukota sehingga pengadilan Pradata di negara agung merupakan pusat pengadilan buat negara-
negara yang ditaklukan itu. Namun demikian hanya perkara padu di negara yang ditaklukan diadili oleh
jaksa pada setiap daerah itu. Adapun keempat jaksa di ibukota negara tersebut dalam menjalankan
pekerjaannya dapat juga memperingatkan Raja sesuai dengan peraturan perund;Lg%—undangzm yang
berlaku pada masa itu. Terkecuali di dalam perkara yang ada dalam tangan Raja pribadi yaitu poerkara
pradata dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan keputusannya, ia tidak terikat oleh ketentuan dalam
kitab manapun.

Demikianlah secara sepintas, penulis sudah mencoba menyajikan dan mengungkap situasi
peradilan di pusat kekuasaan kerajaan Mataram. Disisi lain, nampaknya bagi kita perlu untuk meninjau
dan mengetahui lebih jauh tentang keadaan peradilan di tanah Priangan, yaitu daerah salah satu kekuasaan
kerajaan Mataram kala itu.

Di dalam perkembangannya sistem peradilan di tanah Priangan ini merupakan pembentukan
kerjaan Mataram , sebab ketika Sultan Agung mengadakan perubahan didalam tata pengadilan kerajaan
Mataram, dengan sendirinya perubahan itu dilakukan juga di bumi Priangan. Jadi tata usaha atau administrsi
pengadilan di tanah Priangan nampaknya diatur menurut tata usaha pengadilan di kerajaan Mataram. Di
tanah Priangan wilayah kabupaten merupakan kesatuan pengadilan, sebab pada setiap kabupaten ada
seorang jaksa yang berdasarkan scorang Bupati menjalankan peradilan. Meskipun demikian jaksa
menjalankan peradilan hanya dalam perkara-perkara yang dianggap termasuk padu saja, sedangkan
perkara-perkara pradata harus dikirim ke Mataram.

Namun demikian di kesultanan Cirebon, hanya ada satu badan peradilan yaitu pengadilan Kerta.
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. .=sultanan ini, ada cmpat Sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Panembahan, Sultan Cirebon, dan

"= Anom. Di dalam pengadilan Kerta, penanganan dan penyelesaian perkara dilaksanakan oleh

W orang jaksa atau jaksu Pepitu, dengan cara kolektif, baik perkara pidana maupun perdata. Ketujuh

e 2 jaksa tadi masing-masing dua orang mewakili Sultan Sepuh, Sultan Panembahan, dan Sultan
Wi dan satu orang mewakili SultanCirebon.

\ Para jaksa Pepitu tersebut, selain mempunyai tugas dan wewenang sebagai hakim, mereka juga

. sanakan juga pekerjaan kepaniteraan dan panutan, bahkan ada kalanya bertindak sebagai pembela.

i 2ori seorang Kesultanan Kesepuhan melakukan sesuatu tindakan pidana dalam wilayah hukum

4 2nan Kanoman, sedangkan dari dua orang jaksa dari Kesultanan Kesepuhan bertindak sebagai

w2 terdakwa dan empat orang jaksa dari Kesultanan Cirebon dan Panembahan bertindak sebagai

= Namun demikian, putusan terhadap perkara terdakwa tadi dijatuhkan atas hasil pcrmu‘syznvurulun
- %

i - s Pepitu. Di samping itu di dalam perkara-perkara yang sangat berat, para Sultan mengadili
vasendiri.
\Mengenai kedudukan jabatan, dan peranan jaksa di Kesultanan Circbon sangat penting dan
W Olch karena itu hanya dipercayakan oleh para Sultan kepada pejabat-pejabat yang berpengalaman
pemorl tinggi. Dalam Pepakem Cirebon, jaksa itu di gambarjan sebagai melambangkan Candra
B oo Cakra, yang masing-masing di beri arti sebagai berikut:
.+ Candra, yaitubulan purnama yang menerangi kegelapan
-~ Tirta, adalah air yang menghanyutkan segala yang kotor

Sari, yaitu bunga yang menyebarkan bau harum

Cakra,ialah dewa yang melihat secara seksama apa yang benar dan tidak benar.

|

“ =2 Jaksa Pepitu dalam melaksanakn tugasnya yaitu mengadili perkara-perkara tidak menempati

e < ou ruangan istana, namun di alun-alun besar dan duduk di bawah pohon beringin (sebagai

e nengayoman) di depan pura yang terletak didaerah Keraton Kesepuhan.
“empat persidangan tersebut samapai kini terkenal dengan sebutan kejaksaan atau kejeksan.

& ~asti kerjaan Mataram dan Kesultanan Cirebon, sebutan aksa lebih banyak mempunyai arti
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sebagai Hakim dari pada Penuntut Hukum. Demikian pula kata kejaksaan diartikan sebagai pengadilan
sebagaimana yang kita kenal sekaran ini.

Kerajaan Cirebon yang kemudian menjadi empat Kesultanan, sebelum jatuh kedalam kekuasaan
Kompeni pada tahu 1705, dalam jangka waktu yang lama mempunyaio hubungan politik yang erat
dengan kerajaan Mataram. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kitab undang-undang Mataram di
sadikan salah satu sumber dari pakem Cirebo. Sesungguhnya pakem Cirebon disusun oleh Mr. P.C.
HASSELAAR, pada tahun 1758, yaitu seorang residen Kompeni yang bertugas di Cirebon sejak
tahun 1757 sampai dengan tahun 1765. A

Meskipun demikian isinya mengandung peraturan-peraturan Jawa kuno ketika Cirebon belum
dijajah Kompeni, antara lain seperti kitab undang-undang Mataram, Jaya Lengkara dan lainny. Dengan
demikian tidak berisi hukum aat murni Cirebon, tetapi ada pengaru dari hukum Islam, ]21 dalam hukum
adat Cirebon tersebut nampaknya tidak ditemukan pengaruh dart hukum barat.

'
2.4 Pencegakan Hukum oleh Kejaksaan Masa Pemerintahan Penjajahan Belanda

Dengan berkuasanya belanda di Indonesia Khususnya di pulau Jawa, hal itu mengakibatkan
terjadinya perubahan terhadap struktur pemerintahan dan sistem hukum diwilayah ini. Adapun fungsi
aparata kejakasaan pada masa penjajahan Belanda antara lain sebagai berikut : Pertama, memiliki
fungsi untuk mengadili perkara. Kedua, memiliki fungsi untuk menerima dan mempersiapkan perkara.
Fungsi untuk mengadili perkara, yaitu jaksa hanya mengadili perkara padu saja.

Adapun yan dimaksud dengan perkara padu yaitu:

a. Perkarayang diadili oleh petugas kejaksan, sebab perkara itu penting bagi rakyat dan

tidak dapat didamaikan lagi.

b.  Perkara yang apabila si pelanggar hukum telah ditangkap oleh pihak lain.

Adapun maksud dari perkara padu ini, agar pengadilan yang dilakukan, lebih cepat dalam
menyelesaikan proses acara pidana itu, jadi fungsi kejaksaan dalam hal menernima dan mempersiapkan

perkara, dapat dilaksanakan hanya dalam masalah yang menyangkut perkara pradata saja. Perkara
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. -radata adalah semua perkara yang tidak termasuk perkara padu. Dalam hal ini, jaksa tidak mempunyai
| ~ak sama selali untuk mengadili, ia hanya menerima perkara yang disampaikan kepadanya, dan sesudah
1 mengadakan persiapan untuk dihadapkan kepada Raja untuk diadili karena mengadili terletak ditangan

- onbadi Raja.

a. Masa Sebelum Berlakunya HIR (S. 1991 No. 44)

Sebelum berlakunya HIR, yang berlaku adalah Inlandsch Reglement (S. 1848 No. 16). Pada
+asa R ini, kedudukan aparat Kejaksaan Khilsusnya jaksa, tidak jelas.Didalam pasal 62 Rechterlijke
J-donantie (S. 1848 No. 57) telah disebutkan bahwa pekerjaan penuntut umum di pengadilan negeri
~:hulu disebut Landraad, yang dilaksanakn oleh jaksa. Di dalam praktiknya kedudukan jaksa pada
«aktu itu ialah sebagai berikut : -h
4. Tidak memiliki wewenang untuk menjalankan suatu keputusan pengadilan (cksekusi), yang

berwenag gdalah Asisten Residen (pasal 325 IR)

b.  Didalam sidang pengadilan, tidak mempunyai wewenang untuk memintakan pidana bagi
tertuduh (membuat requisitoir) tetapi hanya dapat mengemukakan perasaan dan
pendapatnya saja (pasal 292 IR)

¢.  Tidak memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, yang boleh menuntut perkara adalah

Asisten Residen saja.

Dengan demikian , jaksa hanya menjadi alat dari Asisten Residen, yang tidak memiliki wewenang
wdiri sebagai penuntut umum, sebagaimana peran Openbaar Ministerie pada pengadilan-pengadilan
. Eropa. Sebagai ketentuan dalam padal 57 IR, jaksa berada dibawah kekuasaan Bupati yang dapat

semerintah dinnya.

b. Masa Setelah Berlakunya HIR (S. 1941 No. 44)
Setelah berlakunya Herziene Inlandsch Reglement (HIR), kedudukan juksa tetap menjadi alat

-« uasaan Asisten Residen. Dalam hal ini, Asisten Residen menjadi sebutan Magistraat (penuntut umum).
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J sedangkan jaksa hanya dapat sebutan Ajunct Magistraat tanpa perubahan dalam kedudukan dan

| tugasnya.

- 2.5 Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Masa Pemerintahan Penjajahan Jepang

Sejak pemerintahan penjajahan Jepang, nampaknya para jaksa memiliki kembali statusnya
sebagai penuntut umum yang sebenarmya. Ketika jepang berkuasa di Indonsesia maka jabatan Asisten
Residen segeradihapuskan . situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan jaksa mengalami perubahan
mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang Asisten residen dalam bidang penuntutan
perkara pidana diberikan kepada jaksa dengan jabatan Tio Kensatsu Kyokuco atau Kepala Kejaksaan
pada Pengadilan Negeri, serta dibawah pengawasan Koo Too Kensatsu Kyokuco atau Kepala

Kejaksaan Tinggi. s
Selanjutnya dengan OSAMURAI No. 49, kejaksaan dimasukan kedalam wewenang CIANBU
- atau Departemen Keamanan. Dengan demikian tugas jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan
dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut uum) dan menjalankan

putusan hakim (pegawai cksckust).

2. 6 Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Masa Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahu 1945, sistem hukum yang berlaku tidak
segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi situasi tersebut, maka undang-undang maupun peraturan-
peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

‘ Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan
pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia
merdeka. Dengan maklumat pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1945, semua Kantor
kejakasaan yang dahulunya masuk Departemen Kehakiman atau SHIHOOBU.

Ketikaitu kejaksaan yang pernah bersama dengan Kepolisian dalam naungan Departemen Dalam
Negeri, kemudian memisahkan diri masuk berintregas ke dalam Departemen Kehakiman R.I. Dengan

kembalinya kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman , maka corak dan tugas kewajiban para jaksa
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Yang diberikan ketika pendudukan tentara jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu
peraturan pemerintah tanggal 10 oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semua
undang- undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang - undang tersebut
diganti.

Dengan demikian, sejak Proklamasi kemerdekaan, tugas Openbaar Ministerie atau
Pengadilan terbuka pada tiap-tiap pengadilan negeri menurut HIR (Herziene Inlandsch
Regelement), dijalankan oleh Megistraat, oleh karena itu perkataan megistraat dalam HIR
diganti dengan sebutan Jaksa. Sehingga jaksa pada waktu itu sebagai Penuntut umum pada
Pengadilan Negeri. Dalam perkembangan selanjutnya setelah diundangkannya Undang -
Undang no. 15 tahun 1961 tentang Kketentuan Pokok kejaksaan Republik lr}cionesia, maka
«ejaksaan keluar dari departemen kehakiman Republik Indonesia dan berdin scn;iiri'

2.7 Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

Data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru pada tahun 2001
menunjukkan bahwa perkara yang diserahkan oleh Kepolisian sebanyak 330 perkara dan
dapat diproses dan discrahkan kepengadilan sebanyak 330 perkara dan data tahun 2002

. menunjukkan perkara yang ada juga dapat diserahkan kepengadilan seluruhnya yaitu sebanyak
500 perkara. Untuk lebih lengkapnya gambaran tersbut dapat dilihat pada tabel di bawah in,

Tabel ..
Jumlah perkara yang diterima dan yang diserahkan ke pengadilan
Oleh Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

Tahun Perkara di terima Perkara diserahkan I Selisih
Dari kepolisian Ke pengadilan l Perkara
2001 330 330 | 0l
2002 | 500 500 0|

umber data: Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, 2003 diolah sendiri
Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2001 semua perkara dapat diserahkan ke

sengadilan, dan menurut informasi dari Kejaksaan, jika terdapat perbedaan bukan berart
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belum diserahkan tetapi terakumulasi pada penerimaaan perkara pada tahun
berikutnya.Namun demikian dari data tahun 2002, terdapat 500 perkara dan semuanya telah
diajukan ke pengadilan. Timbul pertanyaan apakah dari data tersebut menunjukkan kinerja
kejaksaan ini telah berjalan dengan baik karena tidak ada penumpukan perkara seperti di
kepolisian. Untuk ini perlu diadakan kajian lebih lanjut, karena secara khusus peran lembaga
kejaksaan ini dalam masyarakat untuk membela kepentingan publik masih banyak harus
dibuktikan.

Namun demikian, secara umum permasalahan yang ada pada lembéga kejaksaan adalah
pada masalah pemanggilan saksi, walaupun telah diatur menurut hukum adanya kewayban
saksi untuk memenuhi kewajiban panggilan kejaksaan tetapi dalam prakteknya m’151h banyak
para saksi yang lalai, sehingga memperlama masa proses pemerikasaan perkara yang terjadi
pada lembaga ini untuk diserahkan ke kejaksaan. Kemudian dari segi peraturan belum adanya
peraturan yang dapat memaksa pihak kepolisian untuk segera menyerahl\an pcrkara yang
dihadapinya dan sanksi apa yang akan diterapkan kalau perkara yang dntangam polist tidak
diserahkan kejaksaan, hal ini juga mengakibatkan lambatnya proses penegakan hukum yang
dilakukan lembaga int. '

Untuk mengatasi permaalahan tersebut diharapkan adanya komitmen yang kuat dari
lembaga kepolisian dan kejaksaan, agar setiap perkara yang ada segera diselesatkan sesual
dengan aturan yang berlaku. Kalau perlu dibuatkan aturan yang mengatur agar ada kewajiban
masing-masing lembaga untuk scgera menyerahkan perkara vang ditanganinya nke instansi
selanjutnya seperti adanya pembatasan waktu untuk setiap perkara, dan pengaturan lainnya
sehingga setiap perkara yang terjadi pada masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang cepat
dan baik.

Dalam KUHAP tugas penuntut Umum diatur dalam Bab XV mulai dari pasal 137 —
Pasal 144 KUHAP. Penjelasan arti Penuntut Umum lebih dulu dirumuskan dalam Pasal |
butir 6 sedang pasal 13 adalah pengulangan.

a.Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut
umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan
hukum.

b Penuntut umum adalah Jaksa vang diberl wewenang oleh UU ini untuk melakukan

penuntutan.
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dan melaksanakan penetapan hakim.

R | Dari uraian ini jelas bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan
~ wizh jaksa Agung Kejaksaan ‘dalam melakukan tugas fungsionalnya tidak terpisah dengan tugas dibidang
senuntutan .Menurut UU No.15 Th 1961 tentang ketentuan “Pokok kejaksaén yang disahkan menjadi
_ndang-undang tanggal 30 Juli 1961 Tetapi pelaksaaannya tidak relevan lagi dan diganti dengan UU
5 5Th 1991 (Lembaran Negara No.3451) disahkan tanggal 22 Juli 1991 . Dalam pasal 15 undang-
~dang ini dinyatakan bahwa susunan organisasi begitu juga tata kerja kejaksaan ditetapkan degan
\zpres . Pasal 7 isinya tentang daerah hukum kejaksaan berdasarkan tingkatannya. Didalam KEPPRES
1" Nomor 55 Th 1991 (pasal 4) Tentang susunan organisasi dan tatakerja kejaksaan RI ,sedangkan
_-unan organisasi kejaksaan Negeri dapat dilihat: (Lihat Lampiran 1 ). L
\ Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan main
-~z dicantumkan dalam UU No. 5 Tahun 1991 tersebut. Khusus dalam melaksanakan tugas sgcara
B ais berawa dari adanya berkas pengajuan perkara oleh penyidik yang dikenal dengan SPDP yaitu
.t Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Berkas ini adalah disusun penyidik, kemudian diperiksa
- =ngkapannya selama 7 hari oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan paling lama 14 hari sudah
s diberitahukan kepada penyidik apakah berkas tersebut sudah cukup untuk diajukan ke pengadilan
+- masih perlu penambahan kelengkapannya, tetapi jika lebih dari 14 hari atau hari yang ke 15 pihak
wnvidik menganggap berkas tersebut sudah Cl{kup.
Kalau berkas perkara telah cukup syarat untuk diajukan ke pen gadilan, maka pihak penyidik
e verahkan tersangka dan barang bukti. Sejak penyerahan itu scgala prosedur untuk mengajukan
e-iara sampai ke pengadilan adalah menjadi tangung jawab kejaksaan, tersangkan akan ditempatkan
© ~mah tahanan negara sebagai tahanan kejaksaan. Tersangka akan ditahan selama proses pengajuan

+~«ara di pengadilan selama 20 hari dan kalau ancaman hukumannya 9 tahun lebih dapat diperpanjang

+ =ma 30 hari. tim jaksa akan membuat berkas P16A yaitu petunjuk penyelesaian perkara.
Ada permasalahan yang diahadapi dalam pengajuan perkara ini ke pengadilan, misalnya apabila

' w-as dianggap kurang lengkap maka pihak kejaksaan tidak berdaya untuk memeriksa pihak penyidik
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agar segera melengkapinya bahkan ada berkas yang telah dikembalikan kepada pihak penyidik tidak
kembali lagi, sehingga proses penuntutannya ke pengadilan menjadi terhenti, kalaupun ada kewenangan
kejaksaan hanya sebatas menanyakan apakah berkas sudah lengkap atau tidak. Dalam kenyataannya
adalah akalau pihak kejaksaan mengenal korban dapat diberikan saran agar menyakan berkas perkaranya
di pén yidik mengapa belum diajukan ke kejaksaan, selain upaya itu tidak adalagi. Hal ini adalah suatu
.‘ kelemahan pada tingkat penyidikan.

Kemudian apabila pihak penyidik tidak melengkapi berkas yang disarankan kejaksaan tidak
| mendapatkan sanksi apa-apa, sekali lagi perz‘m penyidik sangat berarti dalam menegakkakn hukum.
Kalau penyidik tidak menyerahkan berkas SPDP kepada kejaksaan maka perkara peanggaran hukum
yang ada di masyarakat tidak dapat di proses ke pengadilan, begitu juga kalau penyidik menganggap
alat bukti dianggap tidak kuat untuk diajukan maka penyelsaian perkara tersebut Lg?;_lgyzl selesai pada

tingkat penyidikan.

Olch karena itu pda pemikiran agar diitbuatkan aturan pihak penyidik harus memperoleh sanksi
kalau perkara yang dilaporkan masyarakat kepadanya tidak diserahkan kepada kejaksaan dan pihak
kejaksaan dapat menuntut pihak penyidik kalau memang terbukti sutu pelanggaran hukum yang dilaporkan
kepada pihak penyidik tidak segera diserahkan kepada pihak kejaksaan. Inti aturan itu adalah agar
setiap perkara pelanggaran hukum benar-benar disclesaikan sesual dengan peraturan perundang-
undangan yaitu, setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum dan lembaga yang menentukan
seseorang itu bersalah atau tidak adalah pengadilan bukan kepolisian atau kejaksaan.

Kalau tidak ada aturan main seperti itu antara pihak penyidik dan penuntut umum akan ada satu
fase dimana berkas perkara tersebut berhenti tanpa adanya putusan pengadilan. Misalnya, untuk
menentukan perkara yang ada mempunyai bukti yang kuat atau tidak hanya ditentukan oleh pihak
penyidik, apakah benar demikian hanya lembaga ini yang men getahuinya sementara pihak lain seperti
kejaksaan tidak dapat mengethui apakah benar kurang kuat bukti atau hanya menurut pemikiran penyidik
saja, oleh karena itu ada kemungkinan fase ini menunjukkan tidak transparannya proses penanganan
perkara pada tingkat penyidikan dan suatu kelemahan dalam penegakan hukum.

Perkara yang masuk kepada lembaga Kejaksaan dari pihak penyidik pada tahun 2002 tidak sama
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i=ngan berkas perkara yang diterima oleh pihak penyidik dari masyarakat. Hal ini barangkali karena peneliti
wznyameneliti berkas yang ada di Poltabes, sedangkan data dari beberapa Polsek yang masuk ke Kejaksaan
122 ada. Namun demikian, rasionya penerimaan berkas perkara di Kejaksaan lebih besar, tetapi nyatanya

- malah lebih sedikit. Untuk mengetéblhgikt;:‘rapa jumlah perkara yang diterima pihak kejaksaan dalam tahun
202 dan berapa yang dapat diselesaikan dapat dilihat dari daftar tabel di bawahini:

Tabel 7

Jenis dan Jumlah Perkara yang Masuk
di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tahun 2002

No. Jenis Perkara Jih. Perkara
TINDAK PIDANA UMUM :
5 Kejahatan terhadap Ketertiban Umum ( Pasal 170 KUHP : Kekerasan terhadap
Orang atau Barang) 29
2. Kejahatan yang Mendatangkan Bahaya bagi Keamanan Umum
Manusia atau Barang ( Pasal 187 KUHP ) 6
3. Hal Memalsukan Mata Uang dan Uang Kertas Negara serta
Uang Kertas Bank ( Pasal 245 KUHP ). 3
4. Memalsukan Surat ( Pasal 263 KUHP:). 4 -
= Kejahatan terhadap Kesopanan :
- Perbuatan Zina ( Pasal 284 KUHP ) 1
= Porkosaan ( Pasal 285 KUHP ) 8
- Perbuatan Cabul :
Pasal 290 KUHP 7
Pasal 294 KUHP 1
- Mengadakan atau Momudahkan Perbuatan Cabul ( 1
Pasal 296 KUHP )
- Perbuatan Judi ( Pasal 303 KUHP ) 2
5. Penghinaan ( Pasal 310 KUHP ) 2

Kejahatan terhadap Kemerdekaan Sescorang

- Melarikan Perempuan yang Belum Dewasa (Pasal 332 3
KUHP)
- Pemaksaan terhadap Orang Lain dengan Kekerasan 3

atau Ancaman Kekerasan ( Pasal 335 KUHP ) !
Kejahatan terhadap Jiwa Orang :

- Pembunuhan ( Pasal 338 KUHP ) 1 ?
- Pembunuhan Berencana ( Pasal 340 KUHP ) 7
9. Penganiayaan ( Pasal 351 KUHP ) 34
‘0. | Mengakibatkan Orang Mati atau Luka karena Salahnya :
- Pasal 359 KUHP 20
- Pasal 360 KUHP 7
1. Pencurian :
«  Pencurian Biasa ( Pasal 362 KUHP ) 31
- Pencurian dengan Pemberatan ( Pasal 363 KUHP ) 102
- «  Pencurian dengan Kekerasan ( Pasal 365 KUHP ). 30
= Pemerasan dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan 23
| (Pasal 368 KUHP )
o - Penggelapan ( Pasal 372 KUHP ) 23
- Penggelapan dengan Pemberatan (Pasal 374 KUHP) 1
‘4. | penipuan (Pasal 378 KUHP ) 16
:3 Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Pasal 406 KUHP) 3
5. | Penadahan (Pasal 480 KUHP ) 18
TINDAK PIDANA KHUSUS : '
L Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 ( Senjata Tajam ) 18
¥ Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 (Kesehatan) 3
3. | Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 (Psikotropika) 24
= Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 (Narkotika ) 55
" Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 (Kehutanan) 10
Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 (Perfilman) 2

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (Perbankan)

NNRNN

w N

JUMLAH 500 ;

Swmber: Diolah dari Data Kejaksaan Negeri Pekanbaru
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Data diperoleh tahun 2001 sebanyak 330 perkara, dari data tersebut semua perkara dapat
diproses ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sementara kalau dilihat dari data perkara yang
masuk ke kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk tahun 2002 berjumlah 500 perkara, dan
semuanya juga dapat diproses ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tindak pidana yang paling
tinggi jumlahnya adalah Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) yang berjumlah 102
perkara, kemudian Narkotika (Undang-Undang No.22 Tahun 1997) berjumlah 56 perkara,

E Pencurian biasa (pasal 362 KUHP) 31 Perkara, Penganiayaan (pasal 351 KUHP) 34 Perkara,
pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP) 30 perkara, kejahatan terhadap ketertiban
umum (Pasal 170 KUHP:kejahatan terhadap orang/barang) 29 perkara, Psykotropika (undang-
undang No 5 t5ahun 1997) 24 Perkara, pemerasan dengan kekerasan/ancaman kekerasan

-n

(Pasal 368 KUIP) 23 perkara, Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 359
KUHP) 20 perkara, Penggelapan (Pasal 372 KUHP) 23 perkara, Penadahan (pasal 480 KUHP)
18 perkara, senjata tajam (undang-undang No. 12 tahun 1951) 18 perkara, Kchutanan (undang-
undang no.41 tahun 1999) 10 perkara, Perkosaan (pasal 285 KUHP) 8 perkara, Cabul (pasal
290 KUHP) 7 perkara, Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) 7 perkara, Penganiayaan
mengakibatkan luka (pasal 360 KUHP) 7 perkara, Kejahatan vang mendatangkan bahaya bagi
keamanan umum,manusia, atau barang (Pasal 187 KUHP) 6 perkara, dan selebihnya perkara
vang berjumlah 1-4 perkara.

Terdapat kenaikan jumlah perkara dari 330 perkara pada tahun 2001 menjadi 500 perkara
pada tahun 2002, Sementara dari segi proses penyelesaian pada tahun 200i dan 2002
seluruhnya dapat diserahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.Sebagai Lembaga Yudikatif
Kejaksaan Negeri Pekanbaru mempunyai Visi untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan

cara peiyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga untuk selanjuinya
b &
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~clanggaran hukum dapat dikurangi dari visi tersebut dijabarkan dalam misinya menegakkan hukum

«=suai dengan aturan yang berlaku secara konsekuen dan berkesinambungan.

3. Penegakan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru
Seperti yang dikemukakan pada bagian awal, bahwa untuk menentukan penegakan hukum di
“5ta Pekanbaru dalam penelitian ini, hanya membatasi diri pada bagaimana penyelsaian perkara yang

- —asuk disetiap lembaga penegak hukum yang ada diwilayah Kota Pekanbaru, seperti Kepolisian,

zjaksaan ;hm Pengadilan terutama dalam kuantitas, bukan dari segi penelusuran secara mendalam
mpai pada aspek mengukur penegakan hukum tersebut dari pendapat para pihak yang pernah terkait
iengan ketiga lembaga penegak hukumini.

Idealnya memang sebaiknya penelitian ini juga menclusuri lebih dalam, bagaimpgna pendapat
womu pihak yang pernah berurusan dengan lembaga penegak hukum tersebut, apakah sudah memberikan
' layanan hukum dengan baik atau tidak kemudian lembaga pengadilan apakah menurut mereka telah

~wmberikan kepastian keadilan dalam putusannya atas perkara yang dihadapkan kepadanya. Schingga

oat diberikan penilaian menurut masyarakat lembaga penegak hukum ini telah memberikan pelayanan

snoan baik atau belum baik.
Dengan dibatasinya ruang lingkup kaijan ini, maka untuk institus pengadilan negeri kota Pekanbaru
+ uga akan berusaha diungkapkan, jumlah perkara yang diterima dan berapa dari jumlah perkara yang
~=rima itu dapat diberikan putusan, dengan data tersebut akan dapat digambarkan bahwa pengadilan

& =h menjalankan tugasnya sedemikan rupa.

Dari berbagai kasus peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat dan yang diajukan
= sengadilan, dibatasi juga hanya pada kasus pidana saja. Hal ini dikarenakan peristiwa tindak pidana
+ adalah peristiwa yang sangat banyak jumlahnya di masyarakat, oleh karena itu perlu diketahui
“.zuimana kinerja pengadilan dalam memberikan putusan atau tindak pidanaini.

Namun demikian, sebelum diuraikan data kuantitatif penerimaan dan penyelesaian perkara pidana

“engadilan Negeri Kota Pekanbaru, perli juga kiranya diuraikan terlebih dahulu peran dan fungsi

wmhaga pengadilan ini sehingga lebih mendukung pemahaman yang terarah terhadap kajian ini. Misalnya
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w02 saja tugas lembaga pengadilan, apa dasar hukum lembaga pengadilan, bagaimana struktur organisasi

sengadilan dan sebagainya.

fad

.1 Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan
I embaga peradilan adalah bagian dari kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yudikatif. Ketika
- “1suf Inggris bernama John Locke (1632 ~1704) men gemukakan gagasan tentang pemisahan kekuasaan
separation of power) atas tiga macam kekuasaan dalam bukunya berjudul “Two Treaties on Civil
- Sovernment”, kekuasan untuk mengadili atau yang sekarang ini terkenal dengan istilah “‘kekuasaan
t=hakiman” (judicative power) tidak dianggapnya sebagai suatu kekuasaan yang berdiri sendiri.
Menurut John Locke, ketiga macam kekuasaan yang harus terpisah satu dengan lainnya itu
Lialah: kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislative power), keKuasaan ug_tgk menjalankan
- ~dang-undang (cksekutive power) dan kekuasaan untuk mengadakan peperangan atau perdamaian,
| subungan dengan luar negeri dan lain-lain (federative power). Sedangkan kekuasaan untuk mengadilt
s pandangnya sebagai bagian dari kekuasaan menjalankan undang-undang (eksekutive power).

Barulah setelah filsuf Prancis bernama Monesquicu (1687-1755), yang sebenarnya terpengaruh

engan John Locke, mengemukakan pula gagasan tentang pemisahan kekuasaan vang kemudian dikenal
chagai ajaran Trias Politica, “Kekuasaan Kehakiman” dianggapnya harus berdin sendiri, terlepas dan
sehas dari kekuasaannya lainnya.
Gagasan Montesquieu ini berkembang dan mempengaruhi banyak negara Eropa dan palin kentara
" _.lah di Amerika. Namun berbagai negara tersebut tidak ada yang benar-benar murni menjalankan
= Montesquieu, karena sangat sulit memisahkan secara tegas masing-masing kekuasaan itu karena
} wara satu dengan yang lainnya sangaterat kaitannya. Schingga Mac Iver dalam bukunya “7he M odermn
“e” halaman 371 menegaskan bahwa: Berhubung kesulitan dan ketidak mungkinan itu, maka gagasan
a5 Politica secara murni pada umumnya tidak dapat dilaksanakan secara ketat sebagai “pemisahan
Lcuasaan” (separation of power) tetapi hanya dimun okinkan dengan “pembagian keuasaan (devision
 power) yakni fungsi ketiga macama kekuasaan itu pada pokoknya diserahan pada organ yang

' serlainan, sedangkan hubungan antara ketiga fungsi dan organ itu satu sama lainnya tetap terjalin dalam
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keseimbangan, sehingga faham inilah yang dianut berbagai negara yang menerapkan sistem demokratis
dengan azas Trias Politica termasuk Indonesia (K. Watjik Saleh: 1977:12).

Indonesia peran dan fungsi lembaga peradilan ini diatur dengan UU No. 14 Tahun 1870 dan
telah diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berrdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan oleh karena itu untuk
mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan bemerintah dipandang
perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.

Kemerdekaan bukanlah suatu kebeasan mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah untuk
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hu}é}gn dan mencari
dasar-dasar serta azas-azas yang adillandasannya, melalui perkara-perkara yang diadapkan kepadanya,
schingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan hangsa dan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman discrahkan kepada Badan-badan peradilan dan
diterapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Peradilan dilakukan dengan cara sederhana,
cepat dan biaya ringan, scgala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar
kekuasaan kehakiman dilarang, tidak boleh membeda-bedakan orang dari segi fisik, kekayaan, ras,
agama dan sebagainya.

Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada
undang-undang yang mengaturnya, walaupun azasnya adalah tidak seorangpun dapat dihukum kecuali
atas ada undang-undang yang mengaturnya. Untuk itu seorang hakim harus membentuk hukum sehingga
persoalan yang dihadapkan kepadanya dapat diberikan putusan.

Tugas pokok Pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finasial badan-badan
peradilan yang berada di masing-masing departemen berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Dalam pelaksanaannya dibedakan atas empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai

lingkungan peradilan masing-masing mempunyaiwewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan
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seradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan tersebut adalah, peradilan Umum, Agama,
L liter dan Tata Usaha Negara. Dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan

_lintas, pengadilan anak, pengadilan ekonomi dan pengadilan lain yang diatur dengan undang-undang.
% 2 Penegakan Hukum oleh Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang merupakan pengadilan kelas I A, terletak di jalan teratai
S.kajadi Pekanbaru, dengan struktur organisasi sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya (struktur
srzanisasi penegak hukum).v. Merupakan lembaga Yudikatif dengan Visis dan Misi sesuai dengan tugas
sokok pengadilan negeri yaitu: menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara. Untuk perkara pidana
sengadilan negeri Pekanbaru memberikan target waktu penyelesaian maksimal suatu perkara dalam
renggang waktu 6 bulan sudah harus diputus, sedangkan untuk perkara pcrduug%dnpm perbedaan,
dimana tenggang waktu penyelesaian perkara tidak dapat ditentukan hal ini di sebabkan karena proses
pembpktian dan azasnya berbeda, serta jarak atau tempat tinggal para pihak yang berjauhan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi terscbut diatas Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru mempunyai
program kerja yang disusun tahun 2002-2003 namun pada intinya adalah berusaha untuk memberikan
pelayanan hukum sebaik-baiknya sesuai dengan UU Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini
karena program kerja secara yudikatf tidak bisa memprediksi tugas-tugas kerja, karena sangat ergantung
kepada berapa banyaknya perkara yang masuk untuk diputus, sehingga belum dapat menetapkan atau
membuat suatu target yang baku, namun demikian dalam penanganan perkara, perkara pidana harus di
prioritaskan atau didahulukan proses dan putusannya.

Karena sifat kerja Pengadilan Negeri pada hakekatnya adalah untuk operasional, maka dalam
penanganan perkara akan selalu terdapat perbedaan antara input atau perkara yang masuk dengan
output atau perkara yang diputuskan pada kasus tertentu. Karena tenggang waktu maksimal 6 bulan
yang diberikan untuk menyelesatkan atau memutuskan perkara pidana yang harus diselesaikan oleh
Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru pada hal bisasajainput lebih besar dari output, mungkin juga
sebaliknya. Sebagai perbandingan dapat di lihat perkembangan penanganan perkara pada Pengadilan

negeri Kota Pekanbaru pada tahun 200 1/2002 sebagaimana tertera pada daftar tabel di bawah ini:
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Tabel 8
Jenis dan Jumlah Perkara yang Diterima dan Diputus
pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Tahun 2001- 2002

No Jenis Perkara Tahun 2001 Tahun 2002
Diterima Diputus Diterima | Diputus
Pemalsuan surat 3 2 4 4
2 Kejahatan kesusilaan 23 18 21 21
Penghinaan 3 2. 4 4
- Kejahatan terhadap nyawa 19 6i- 11 11
Penganiayaan 23 18 36 36
Penganiayaan yang menyebabkan 17 17 20 20

kematian/ luka karena kealpaan.

7 Pencurian 172 114 210 210
Pemerasan dan ancaman 20 10 20 = 20)
Penggelapan L6 14 20 20
Penipuan I L1 LS l5
Menghancurkan/merusak barang | ' I | l

2 Penadahan § 8 28 28
Tindak pidana senjata api 59 59 I4 14
: Tindak pidana narkotika 09 69 126 126

wher: Diolah dari Data diperoleh pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

Dari data terscbut diatas nampak bahwa kinerja pengadilan negeri kota Pekanbaru dalam
=emberikan putusan atas perkara yang diajukan kepadanya sudah sangat memadai, karena jumlah
serkara yang diterima pada umumnya pada tahun itu juga dapat tuntas diberikan putusannya, sehingga
masyarakat yang mendambakan kepastian hukum atas peristiwa hukum yang dihadapinya telah dapat
=emperolehnya dalam waktu satu tahun atau kurang dari itu.

Dari data lain yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru (kepaniteraan pidana),
~shwa kasus atau perkara pidana yang diselesaikan atau yang dapat diproses dikategorikan 4 jenis
~erkara pidana, dengan menggolongkan pelaku adalah prig, wanita dan anak. Untuk tahun 2002 tindak
wdana yang masuk ke Pengadilan Negeri Pekanbaru berjurnlah 598 kasus, yang dapat dibagi berdasarkan

~=laku, 400 tindak pidana dilakukan oleh pria, 19 dilakukan oleh wanita dan 179 dilakukan oleh anak,
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dari jumlah pidana yang masuk tersebut Pengadilan Negeri dapat memproses dan memutus sebanyak
593 perkara, hanya sisa 5 perkara yang belum diputus.

Kemudian kalau di bedakan lagi jenis pidana antara perkara biasa, pidana sengketa dan perkara
ringan, jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Pekanbaru dari Januari-Desember 2002
berjumlah : pidana biasa 477, perkara sengketa 3 dan pidana ringan 9.308 dan jumlah putusan Pengadilan
Negeri yang menuntut putusan (sengketa dan ringan) 459, yang banding 19 dan kasasi 2. Selain itu
dalam data putusan pidana denda yang diterima Pengadilan Negeri Pekanbaru selama 2002 berjumlah
90.636.700,-.

Kalau dilihat dari jumlah tindak pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang
dominan adalah kasus pencurian dengan jumlah 210, Narkotika 126 kasus, kemudian penganiayaan

. dengan tindak kekerasan 36, ketertiban umum 31, penadah 28, penganiayaan menygpabkan mati atau
luka karena alpa, perseorangan dan pengancaman sama-sama berjumlah 20 perkara , kesusilaan 21,
senjata api atau senjata tajam 14, penipuan dan tindakan pidana lainnya sama-sama 15 kasus, kejahatan
terhadap nyawa 11 kasus, dan selebihnya berkisar 1-6 perkara dalam Th 2002

Kalau dilihat dari penyelesaian tindak pidana korupsi, Pengadilan Negeri Pekanbaru belum ada
yang memutus dan menerima sclama pada tahun 2002, sementara isu yang ada di masyarakat tentang
perkara korupsi sangat banyak dan sesuai pula dengan prioritas penanganan perkara di Pengadilan
Negeri perkara-perkara yang menarik dan menuntut perhatian publik harus dipriontaskan, sesuai dengan
Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Th 2001. Oleh karena itu menjadi pertanyaan terus di masyarakat

mengapa perkara ini belum pernah masuk ke Pengadilan Kota Pekanbaru.

3.3 Permasalahan vang Dihadapi Pengadilan Negeri Pekanbaru
Secara subtansi hukum untuk melaksanakan tugasnya Pengadilan Kota Pekanbaru dalam

menangani perkara yang masuk telah cukup memadai, antara lain:

. Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasan Kehakiman
sebagaimana telah diperbaharui dengan UU.No.35 Tahun 1999.

2. UUO02/1970 Tentang Tugas dan Wewenag Hakim.

- —
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3. UUNo0.2/1999 Tentang Pengadilan Negeri
UU No.5 /1996 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
UU No. 14 /1985 Tentang Mahkamah Agung

& B R

UU No. 8/1981 Tentang KUHAP
: 7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
8. UU Narkotika dan Psycotropika
i 9. Surat Edaran MA yang berkaitan tentang prioritas penanganan perkara
| Namun dengan perangkat undang-undang tersebut diatas belum menjamin akan terwujudnya
kepastian hukum bagi masyarakat terhadap pengadilan. Masih ada terdengar keluhan masyarakat bahwa
pengadilan ini bukan tempat mencari keadilan tetapi tempat untuk mempermainkan hukunp dibalik tembok
. gedung pengadilan. Hal ini dapat dimengerti, karena dengan jumlah hakim sebanyak tersebut diatas,
g tidak scbanding dengan perkara yang terjadi di masyarakat. Tidak mungkin scorang hakim dapat
menangani perkara yang beragam, karena setiap peristiwa pelanggaran hukum dimasyarakat berbeda
seneaturannya dari segi undang-undang. Misalnya, perkara pidana dapatlah dikatakan diputus maksimal
~ =nam bulan, tetapi dengan jumlah hakim yang terbatas maka hakim tersebut juga akan me nangani perkara
serdata, pelanggaran lalulintas, kejahatan ckonomi dan perkara lainnya.

Oleh karena itu, idealnya adalah, setiap perkara yang terjadi dalam masyarakat ditangani oleh
<atu atau beberapa hakim yang mempunyai pengetahuan yang khusu sesuai dengan peristiwa pelanggaran
~ukum itu, sehingga pemberian putusan atas perkara yang dihadapkan kepadanya benar-benar dapat
dimengerti oleh hakim tersebut pada gilirannya akan lebih mendekati rasa keadilan bagi para pihak yang
bersengketa.

Kemudian dari itu, dari segi wibawa lembaga ini juga belum menunjulxkan keweibawaannya
kepada masyarakat. Misalnya belum ada ketentuan yang dibuat secara tegas dan dijalankan dengan

had tentang pelarangan gak ldn yang berkenaan dengan perkara men ghudung Nakim Hank & davarn
sengadilan apalagi diluar pengadilan. Masih banyak nampak para pengacara, masyarakat yang

Serhubungan dengan perkara keluar masuk ruangan nakim. Tlal i akan mengurang) winawa pengadian,
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sebab tidak ada pihak lain yang tahu apa yang dibicarakan hakim dengan para ihak yang berhubungan
dengan perkara tersebut, malah hal ini akan menimbulkan asumsi yang negatif bagi masyarakat. Sebab
kalau memerlukan urusan administrasi dalam menyempurnakan barang bukti atau pembelaan cukup
berhubungan dengan panitera atau tata usaha, mengapa harus menghubungi hakim di ruangannya.

Kalau dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan di kejaksaan tidak sama jumlahnya
dengan perkara yang diterima di Pengadilan Negeri begitu juga dengan data pengajuan perkara dari
Poltabes ke Kejaksaan. Padahal urutan penegakan hukum adalah dari pengaduan masyarakat ke lembaga
kepolisian, kemudian di“ajukan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya diajukan ke
pengadilan untuk diberikan putusan. Kalau datanya saja tidak sinkron bagaimana dapat dinilai penegakan
hukum telah berjalan dengan baik di masyarakat.

Namun demikian perbedaan data ini secara umum memang belum menuypjukkan penegakan
hukum yang sesungguhnya, tetapi barangkali hal tersebut terjadi karena tidak tertibnya administrasi
pada masing-masnig lembaga penegak hukum tersebut. Misalnya data di poltabes, lebih banyak dart
data yang diterima kejaksaan jumlah perkara yang diterima dari masyarakat, mengapa tidak semuanya
diajukan ke kejaksaan? Karena beberapa perkara tidak sampai kekejaksaan misalnya perkara yang
bersifat delik aduan, telah terjadi perdamaian anatara para pihak atau tidak ditemukannya bukti yang
kaut dan meyakinkan schingga terpaksa perkaranya ditutup.

Begitu juga dengan data yang ada di kejaksaan tidak sinkron dengan data yang ada pada
pengadilan, hal ini karena terjadi penumpukan perkara baik ditingkat kejaksaan maupun di pengadilan.
Artinya, setiap tahun tidak semua perkara dapat diajukan ke pengadilan oleh kejasaan, maka selisih
perkara yang ada menjadi data penerimaan pada tahun berikutnya, sehingga jumlahnya banyak. Namun
demikian seharusnya dijelaskan bahwa data yang ada terdiri dari data tahun berjalan berapa dan tahun
lalu berapa sehingga tidak mengaburkan makna kinerja lembaga penegak hukum tersebut dalam menangani

perkara yang diajukan kepadanya.
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4. Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Berdasarkan data Statistik tahun 2000 Kota Pekanbaru terletak antara 101.14 BB dan 101.34
BT serta0,25-0, 45 Lintang Utara. Luasnya sekitar 632.26 Km persegi, dengan batas wilayah; sebelah
utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kampar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Kampar dan Pelalawan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Pelalawan, serta sebelah
Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru juga termasuk daerah yang relatif datar dengan struktur tanah pada umumnya

terdiri dari jenis aluvial dengan pasir dan pinggiran kota berupa rawa. Di belah oleh sungan Siak yang

mengalir dari Barat ke Timur, mempunyai iklim tropis seperti kebanyakan kota-kota lain di Indonesia

dengan suhu berkisar antara 34.8 -36.0 derjat celcius.

Jarak antarakota Pekanbaru dengan dacrah Kabupaten lainnya di lingkungan fropinsi Riau
adalah; dengan Kabupaten Bengkalis 131 Km, Rengat 156 Km, Dumai 186 Km, Tembilahan 213 Km,
Batam 287 Kin dan Tanjung Pinang 325 Km. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 penduduk

Kota Pekanbaru berjumlah 585.440 jiwa terdiri dari laki-laki 298.464 dan perempuan 286.9706 jiwa.

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 1999 dan tahun 2001 dari delapan kecamatan
yang ada di Kota Pekanbaru maka kepadatan penduduk setiap Km persegi yang terkecil adalah

kecamatan Rumbai dengan 323 jiwa setiap km persegi.

Dilihat dari jenis mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru sangat berkaitan dengan laju

i perkembangan tingkat pendidikan dan sektor usaha yang dikembangkan seperti industri berskala besar

! dan industri berskala kecil. Disamping itu jenis mata pencaharaian masyarakat adalah pada sektor

|
\‘ pertanian, peternakan, perikanan, pegawai negeri dan swasta.

Dalam menguraikan lokasi penelitian pada bagian Pemerintahan Kota Pekanbaru ini akan

dikemukakan tentang Visi, Misi dan arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan yang dilakukan oleh

I Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan uraian ini akan memperoleh gambaran kearah mana

pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota pada periode 2001-2005.
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4.1 Visi, Misi, dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan
Visi Kota Pekanbaru dikenal dengan Visi Kota Pekanabaru 2021adalah; TERWUJUDNYA
KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA
' PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA. Visi ini dapat dirumuskan dengan urian sebagai berikut;

Pusat Perdagangan dan Jasa menggambarkan keadaan pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis
masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam duapuluh tahun kedepan, disamping itu Pemerintah
Kota akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat‘mewujudkan Kota pekanbaru menjadi
Pusat Perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera. Keinginan tersebut akan ditempuh melalui uapaya-
upaya pemberdayaan kehidupan ekonomi masyarakat secara adil dan merata berbasis ekonomi
kerakyatan melelui progam-program kegiatan pada sektor-sektor ekonomi daninfra su;;lgmr yang handal
serta menumbuh kembangkan ilim usaha yang kondusif sehingga pelaku ekonomi dapat men gembangkan
usahanya dengan baik. '

Dalam rangkan menghadapi era globalisasi Pemerintah Kota berusaha untuk mempersiapkan

tata niaga yang bebas, namun berusaha untuk memberi dukungan pada se ktor Usaha kecil dan Menengah

: (UKM) dan Koperasi schingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi pelaku ckonomi yang kuat

mengahdapi persaingan usaha di era globalisasi, schingga dapat menghilangkan image sebagai pelaku
ekonomi yang lemabh.

Pusat Pendidikan mengggambarkan Pemerintah Kota akan selalu berusaha untuk
memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas Sumber
Daya manusia sebagai manifestasi pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan SDM ini lebih
diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal di bidang keahlian
dan kejujuran yang terpadau diikuti dengan upaya penyiﬁpzm sarana dan prasarana pendidikan dasar
sampai perguruan tinggi. Dengan arah tersebut diharapkan pada tahun 2021 nanti Kota Pekanbaru
akan tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan bermutu sejak pendidikan dasar hingga perguruan
tinggi, sehingga masyarakat di wilayah Propinsi Riau yang in gin menuntut ilmu udak perlu lagi belajar di

Juar daerah Kota pekanbaru.
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Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat
Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta
menumbuhkembangkan budaya melalyu. Upaya ini secara terus menerus dilakukan sehingga menjiwai
perilaku individu masyarakat Pekanbaru dalam aspek kehidupan sehari-hari sehingga dapat mencerminkan
jati diri serta kepribadian melayu. Nuansa yang demikian dapat dilihat pada ormanen fisik bangunan
yaﬁg mencerminkan khas melayu, adanya kawasan yang beridentitas melayu serta makin mantapnya
kehidupan adat yang di gaﬁ dari nilai-nilai luhur budaya melayu.

Masyarakat yang Sejahtera kondisi yang digambar dalam visi ini pada tahun 2021 n;mti akan
terwujud masyarakat kota yang hidup dalam susana yang aman, bebas dari rasa takut, berkecukupan
kebutuhan lahir dan bathin secara seimbang dan selaras materil dan sprituil yang didukung dengan
terpenuhinya kebutuhan gizi, kesehatan, kebersihan lingkungan yang standar. - -a

Iman dan Tagwa merupakan landasan sprituil, moral, norma dan etika diamna masyarakat pada
kondisi tertentu mempunyai akal yang schat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan
dengan memperkukuh sikap dan perilaku individu me3lalui pembinaan agama bersama-sama yang
tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan sclaras.

Misi Kota Pekanbaru 2021 adalah; Pertama, menciptakan danmenumbuhkembangkan iklim
usaha yang kondusif dengan berbasis ckonomi kerakyatan. Kedia, Menyediakan sarana berupa sekolah
atau lembaga pendidikan yang bermutu baik dari segi tenaga pengelola dan kualitas sarana fisik. Ketiga,
Melestarikan, membina dan mengembangkan kebudayaan melayu yang mampu mengikuti perkembangan
jaman dengan tetap mempertahankan jati diri schingga tercipta masyarakat yang maju, mandiri dan
berkualitas dalam menghadapi persaingan yang semakin komplek. Keempat, terpenuhinya kebutuhan
hidup masyarakat baik primer maupun sekunder secara standar. Kelima, menciptakan masyarakat
vang beriman dan bertagwa memalui pendidikan agama dan meningkatkan fungsi E-:mb‘uga-lembuga

keagamaan sebagail wadah pembinaan.

4. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Pekanbaru

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan kegiaten pembangunan
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dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru akan menerapkan kebijakan sebagai berikut:
1) Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka,
a. Meningkatkan kesadaran dﬁn komitement jajaran aparatur Pemerintah Kota terhadap
tugas dan fungsi pelayanan umum.

b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama dalam

penggunaan sumberdaya keuangan dan peralatan yang tersedia.
2) Meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas
pelayanan umum pemen'nla.han. Kegiatan ini dilakukan melalui;
a. Intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi, terutama dari bidang-bidang kewenangan
pungutan pajak dan retribusi.

b) Ekstensifikasi penerimaan retribusi terutama dari bidang-bidangkgeiatan yang

potensial dan ckonomis.

3)  Meningkatkan kadar kerjasama kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga legislatif
dalam rangka membangun sebuah format penyclenggaraan pemerintahan di dacrah yang
harmonis dan berorientasi pada pelayanan publik.

4)  Meningkatkan kerjasama pemerintah dacrah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam
rangka mempererat semangat kewira usahaan yang tang guh dikalungan puIu'pcrusahimn
dan masyarakat terutama kalangan pengusaha yang bergerak pada sektor-sektor ekonomi
yang berorientasi pada;

a) Pengolahan dan pemanfaatan produksi pertanian dan produksi industri tempatan.
b) Pasar luar negeri
¢) Penyerapan tanaga kerja tempatan

5) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan tokoh-tokoh politik. Lembaga Swadaya

masyarakat, Perguruan Tinggi dan Organisasi profesi dan kepemudaan dalam rangka

membangun iklim dan situasi sosial politik yang demokraus yang dinamis.
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4.3 Prioritas Pembangunan Kota Pekanbaru
Dalam melaksanakan strategi, arah kebijakan, Pemerintah Kota Pekanbaru akan memberikan
prioritas utama pada sektor kegiatan yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pencapaian
visi dan misi, prioritas tersebut adalah;

a. Pembenahan internal orgénisasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesadaran
jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan
kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif.

b. Peningkatan pendapatan daerah dengan cara menerbitkan kebijakan yang bersahabat dengan
pasar sehingga tidak menimbulkan akibat ekonomi biaya tinggi.

c. Peningkatan hubungan kerjasama kemitraan dengan semua stakeholders pembangunan
setempat dalam rangka membangun iklim dan budaya politik secara demgkratis.

d.  Peningkatan hubungan koordinasi vertikal baik dengan pemerintah daerah propinsi maupun

pusat dalam rangka sinergi kebijakan dan sinkrenisasi program.

e

Membangun basis utama ckonomi kerakyatan dalam rangka mendorong pertumbuhan

ckonomi melalui peran serta masyarakat dalam rangka menciptakan kesempatan kerja

dan pengurangan angka pengangguran.
f. Penaeeulanean masalah kemiskinan dengan cara menerbitkan kebijakan dan melaksanakan
(ol O &

program-program pelayanan umum serta mendorong pola-pola keterkaitan dan kemitraan.

Pembangunan parasarana dan sarana yang berkaitan dengan kegiatan ckonomi yang

qa

produktif bagi masyarakat seperti pembangunan jalan. jembatan. sarana kesehatan,

pendidikan dan sarana sosial lainnya.

4.4 Faktor Penentu Keberhasilan
Terwujudnya Visi dan Misi tersebut di atas sangat tergantung dar beberapa hal, antara lain:
a)  Faktor penentu keberhasilan adalah serangkaian asumsi menganai kondisi vang perlu
diciptakan dalam rangka menjamin keberhusilan pelaksanaan kebijakan dan program lima

tahunan daerah, faktor penentu keberhasilan tersebut antara lain;
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b)

d)

Terciptanya tertib sosial yang kondusif bagi kelangsungan proses pemerintahan dan
pembangunan di daerah

Terciptanya hubungan kerja kemitaraan yang harmonis snatara eksekutif dan legislatif daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah
Terbangunnya pola-pola hubungan koordinasi vertikal dan horizontal yang harminis antara
pemerintah kota dengan pemerintah propinsi serta pemerintah daerah lainnya sehungga
memungkinkan terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program

Tidak adanya perzituran perundang-undangan pusat yang bertentangan antara satu dengan
yang lainnya sehingga tidak menciptakan tafsir ganda di daerah.
Terciptanya kesatuan bangsa dan kerukunan antar masyarakat
Terciptanya Supremasi hukum dan Good Governance -
Mempercepat proses pemulihan ekonomi di dacrah dan nasional
Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah

Masalah sampah menjadi permasalahan utama untuk setiap Kota termasuk Kota Pekanbaru

yang telah menjadi kota besar, dalam tahun 2000 saja produksi sampah perhari 1.7222.02 m3 sedangkan

sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebanyak 455,00 m3 berarti terdapat

1.267,02 m3 sampah yang tidak terangkut setiap harinya, kondisi ini diperburuk lagi dengan bertambahnya

produksi sampah setiap tahun yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Minimnya kemampuan pengelola sampah untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan

akhir antara lain dikarenakan terbatasnya sarana yang ada, misalnya armada transportasi jurnlah armada

yang dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengelola sampah pada saat ini sangat terbatas yaitu

hanya terdiri dari 22 unit dump truck, 1 unit mobil tinja, I unitkijang station, | unitkijang pick-up, 1 unit

bulldozer (dalam keadaan rusak berat), 1 unit loader dan I unitexcavator untuk digunakan mengakut

sdan membersihkan sampah yang tersebar di seluruh Kota pekanbaru.

Untuk menjaga kota agar tetap bersih dari sampah, program pemerintah kot di bidang kebersihan
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melalui:
a) Penyapuan jalan
b) Pengumpulan dan pengangkutan sampah
c) Perataan sampah' di TPA
d) Pemeliharaan Depo
e) Daurulang kompos
f) Pengadaan alat penunjang kebersihan
g) Penambahan loader, excavator, mesin kmpresing
h) Penambahan jumlah TPS dan pengkatan pengangkutan ke Depo
i)  Pengadaan bus karyawan
i) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kebersihan kota -
k) Peningkatan fungsi tenaga teknis dan non teknis
) Sistemdata base inventarisasi perlengkapan dan peraltan teknis '
m) Pengadaan tanah untuk TPA

n) Pcrawatan peralatan penunjang kebersihan

4.5 Penegakan Hukum di Bidang Kebersihan

Dalam rangka meningkatkan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Pemerintah Kota Pekanbaru
ielah mengeluarkan perangkat perundang undangan sebagai dasar untuk menegakkan hukum di bidang
K3, yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan sebagai perobahan atas
Perda No.5 Tahun 1996 yang diundangkan dalam Lembaran Dacrah Kota Pekanbaru Nomor. 3 Tahun
2000 tanggal 4 Desember 2000 Seri B No.1 dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 tentang Satpol
PP. Dengan ada dasar hukum ini maka diharapkan dapat mewujudkan misi Pemerintah Kota di bidang
kebersthan.

Dari segi namanya Perda ini lebih dominan menonjolkan perlunya pungutan dana dari masyarakarat
berupa retribusi. Dengan motivasi seperti ini upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat atas perlunya

menjaga kebersihan lingkungan ini belum memperoleh ruang dalam perda tersebut, tidak satupun pasal
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yang menjelaskan dan mengatur bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya tentang
budaya bersih. Akibatnya sampai hari ini pelanggaran-pelanggaran atas perda ini terus terjadi walaupun
telah dicantumkan sanksi yang sangat berat, berupa tidak pidana kurungan selama-lamanya lima tahun
dan denda Rp. 5.000.000.-

Sebagai gambaran dapat dikemukakan perda ini terdiri dari 18 pasal yang dibagi atas XV Bab,
BabItentang ketentuan umum, Bab Il tentang tempat sampah (pasal 2-3), Bab IIl tentang pengangkutan
sampah (pasal4-5), Bab IV tentang Pengangkutan sampah (pasal 6), Bab V Pemusnahan Sampah
(pasal 7), Bab VI tentang Larangan (pasal 8), Bab VII Tentang Retribusi bagi (pasal 9); Komplek/
bangunan rumah hunian dan usaha, Komplek Pasar Bertingkat, Komplek pasar tenda/ payung, Komplek
tokok dan los. Bab VIII tentang Tatacara Pembayaran (pasal 10), Bab IX tentang Pengurangan,
Keringanan dan Pembebasan Retribusi (pasal 11), Bab X tentang Ketentuan Pgngawasan dan
Pengendalian (Pasal 12), Bab X1 tentang Sanksi Administrasi (Pasal 13), Bab XII Ketentuan Pidana
(pasal 14), Bab X111 tentang Penyidikan (Pasal 15), Bab X1V tentang Ketentuan Peralihan (pasal 16), .
Bab XV tentang Ketentuan Penutup (pasal 17 - 18).

Dari komposisi isi pasal dalam perda tersebut jelas sckali pasal yang paling banyak pengaturannya
adalah mengenai jumlah dana yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah daerah. Tidak dijelaskan
dalam pasal itu bagaimana sarana yang harus disediakan terlebih dahulu agar masvarakat memperoleh
keterangan yang jelas, mengapa disamakan untuk retribusi sampah pada perumahan untuk semuadaerah
perumahan kota, misalnya untuk retribusi sampah komplek/ bangunan rumah hunian dan usaha dikenakan
atas klasifikasi A retribusinya Rp. 5000. Kelas B Rp. 3000 dan kelas C Rp. 1000. Bangunan mana
yang termasuk A,B,C tidak dijelaskan dalam Perda tersebut dan kalau dilihat dalam penjelasan pasal 2
— 18 hanya ada penjelasan cukup jelas.

Kategorikan sampah pada Perda tersebut adalah “segala barang/ benda atau bahan yang telah
berubah baik warna atau bentuk maupun ukuran akibat telah dipakai/ dimanfaatkan atau se gala bendw/
barang/bahan yang tidak dapat dipergunakan dan atau dipelihara secara patut”. Begitu luasnya pengertian
sampah yang menjadi objek pengaturan dalam Perda tersebut, maka dalam penegakannya benar-benar

harus dapat dijelaskan kepada masyarakat.
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Untuk mengamankan dan mengakkan Perda No. 4 tahun 2000 dan Perda lainnya dibentuklah
Satpol PP. Bertugas membantu Walokota dalam menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan
ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada terutama
Perda dan Keputusan Walikota. Sementara fungsi Satpol PP ini didirikan adalah untuk:

(a) Salah satulembaga untuk pelaksanaan ketertiban serta penegakan peraturan perundang-

undangan, terutama Perda dan Keputusan Walikota.

(b) Pelaksana pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah masyarakat.

(c) Pelaksana pembinaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan

kesamaptaan.

(d) Pelaksana urusan ketatusahaan.

e B

Dalam melaksakan fungsinya Satpol PP terutama untuk menegakkan Perda No. 4 Tahun 2000
telah melaksanakan kegiatan operasi yang dibagi atas dua jenis operasi, yaitu: Operasi rutin dan Operasi
Khusus. Operasi runtin dilakukan dengan cara patroli keliling Kota Pekanbaru, biasanya patroli ini
dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai sclesai. Dalam melaksanakan patroli ini anggota satpol PP
akan melakukan pengawasan bakan d:lbut langsung mengambil tindakan terhadap oknum masyarakat
tertentu apabila di lapangan ditemukan pelanggaran. Khusus masalah sampah ini sanksi yang dapat
diberikan baru berupa teguran dan peringatan secara lisan jumlahnya sekitar 15 kasus pelanggaran
pembuangan sampah oleh pemilik toko yang tidak pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) melainkan
hanya menumpukkan sampahnya didepan tokonya, teguran ini diberikan pada waktu operasi gabungan
bersama POM, Kejaksaan, Satpol PP dan Kepolisian.

Kemudian operasi khusus, yaitu operasi yang dilakukan pada saat tertentu secara mendadak
dan dapat diberikan sanksi yang tegas pada oknum yang melanggar peraturan sesuai dengan Perda
yang ada. Dalam operasi ini pelaksana tugas hendaklah merupakan tindak lanjut dar adanya laporan
dari Camat yang melaporkan perlunya diadakan tindakan terhadap pelanggaran Perda yang ada
diwilayahnya. Tim yang turun kelapangan untuk operasi khusus ini adalah Satpol PP ditambah dar

anggota 'lripika yaitu tiga pimpinan kecamatan seperti Koramil, Polsek dan Camat.
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Dari hasil penertiban selama ini baru 2 kasus yang pernah diberikan tindakan yaitu tertangkap
tangan oleh aparat membuang sampah dari atas kenderaan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2002
Jam 12.00 Tim Yustisi melakukan razia disekitar JI. Tambusai dan menemukan Sdr. Suyeddi membuang
sampah tidak apada tempatnya. Kemudian kasus kedua pada tan ggal 21 Januari 2002 sekitar jam.11.30
di JI. Arengka II Kelurahan Sidomulyo, pengemudi mobil Colt Diesel BM.8179 DA telah membuang
sampah tidak pada tempatnya dan dikenakan tilang dan menyita STNK kenderaan tersebut.

Masalah yang menarik atas kejadian ini adalah, minimnya jumlah pelanggaran yang berhasil
ditemui petugas. Sementara masyarakat yang membuang sampah baik dilokasi perumahan, perkantoran,
pertokoan setiap hari banyak jumlahnya, hal apa yang membuat Perda ini tidak berdaya untuk ditegakkan.

| Kemudian dari berita acara yang dibuat dicantumkan tersangka dan saksi-saksi diwajibkan menghadap
ke Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru untuk diputuskan perkaranya. %

Bereermin dari hasil penegakan Perda seperti di atas jelas, melakukan pengawasan secara
terus menerus oleh Satpol PP terhadap masyarakat agar mematui Perda atau membiasakan membuang
sampah pada tempatnya sangat tidak dapat diandalkan. Hal ini juga tercermin dari tulisan Walikota
Pekanbaru pada Riau Pos pada hari Selasa dan Rabu tanggal 8-9 April 2003 dengan judul * Membumikan
Budaya Bersih™. Dua hari tulisan beliau dimuat ang dilatrbelakngi oleh sulitya menegakkan Perda No.4
Tahun 2000 i1 dimasyarakat.

Dari tulisan tersebut sifat pesimis dengan budaya masyarakat yang ada akan kebersihan ini.

beliau masih mengharapkan adanya kerjasama yang erat agar disetiap lingkungan terkecil sampai
lingkungan terbesar masing-masing mempunyai sikap yang tegas akan perlunya kebersihan untuk kita
semua. Salah satu yang beliau sarankan adalah perlunya memberdayan institusi masyarakat seperti
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan membiasakan hidup bersih itu sejak dini, malah kalau
perlu sejak Taman Kanak-kanak diajarkan materi perlunya sikap bersih.

Kemudian menyimak dari hasil pemberian tindakan oleh Tim Yustisi dengan membuat Berita
acara agar pelaku menghadap Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru dan adanya penyvitaan STNK, di sini
ada kelemahannya yaitu; Berita Acra tersebut adalah milik Polisi sesuai dengan kop suratnya adalah

Kepolisian Daerah Riau Kota Besar Pekanbaru, sementara yang menindak adalah Satpol PP. Dengan
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kondisi ini jelas kewenangan Satpol PP tidak jelas dalam memberi tindakan kepada pelanggar Perda,
kemudian dalam berita aara tersbut di tindak atas pelanggaran terhadap pasal berapa tidak dapat
dituliskan, apakah petugasnya tidak hapal atau memang tidak diatur dalam Perda tersebut.

Tidak ditulisya pelanggaran atas pasal berapa, karena dalam Perda itu sendiri tidak diatur secara
tegas, bentuk perbuatan dan sanksi apa yang akan dikenakan. Kemudian dengan menyuruh ke Pengadilan
merupakan kegiatan birokrasi yang sangat panjang untuk tegaknya Perda ini. Dalam pemeriksaan di
Pengadilan pada umumnya disamakan dengan pelanggaran lalulintas cara persidangan untuk pelanggaran
Perda ini, kalau hakim berpedoman pada Perda No.4 Tahun 200 bagian sanksinya adalah pada pasal
14 yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp.5000.000. Pelanggaran yang mana yang dikenakan hukuman seperti itu, agaknya dalam Perda
tersebut ditegaskan adalah pelanggaran terhadap segala ketentuan dalam Perdaini, makna ni sangat
kabur sebab bagian-bagian yang ada pada Perda tersebut juga mengatur tentang penyetoran dari pihak
pemungut kepada pemerintah dengan batas waktu [x 24 jam apakah pelanggaran ini juga harus dikenakan
hukuman yang sama begitu juga bagian lain yang sifatnya administratif. Oleh karenaitu Perda ini
mempunyai ruang yang lemah untuk ditegakkan.

Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangant sampah int dalam rangka pendayagunaan
Perda No. 4 Tahun 2000 adalah dengan melaksanakan:

(a) Pemilik sampah harus mengumpulkan dan membuang sampah pada Tempat Pembuangan

Sementara (TPS) yang telah disediakan atau pada tempat sampah pada jam 19.00 - 05.00
WIB dengan memisahkan jenis sampah dan mengumpulkannya pada kantong-kantong
plastik.

(b) Petugas kebersihan akan mengangkut sampah yang ada pada TPS pada jam 05.00 -
selesai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan jumlah armada sebanyak 36 unit
dengan personil 1 unitmobil terdiri dari S orang petugas.

(¢) Untuk jalan-jalan protokol dan tempat yang strategis sampah akan diangkut oleh petugas
kebersihan pada pukul 04.00 —07.00 pagi dan siang pada pukul 16 - selesai.

(d) Lurah pemurakan ujung tombak aparat pemerintah kota dalam mengkoordinir kegiatan
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acvaralrat dalarm ‘ v
masyarakat dalam membuang sampah.

(¢) Dalammemperoleh Pendapatan Asli Daerah ditetapkan sejumlah retribusi kepada pemilik

w

sampah yang dibedakan atas jenis usaha, lokasi dan peruntukan bangunan milik masyarakat.
() Bagi yang melakukan pelanggaran diterapkan sanksi berupa denda atau pidana kurungan

selama-lamanya 5 tahun penjara.

Pendekatan pemerintah kota yang hanya mengandalkan sanksi yang berat atas suatu peraturan
sebagai salah satu hukum untuk mem aksa msayarakat atas peraturan yang dibuat pemerintah adalah
pendekatan yang telah lama ditinggalkan. Karena dalam sejarah teori sankst yang berat ini tidak dapal
efektil berlaku, malah sering terjadi pelanggaran karena kepatuhan masyarakat atas peraturan itu bersifat
semu yaitu hanya kalau ada petugas yang mengawasi, Kalau tidak ada petugas mul\uﬁgwsyurukul akan
melakukan pelanggaran. Dengan jumlah petugas yang ada untuk mengawasi tegak nya perda ini, maka
tidak mungkin uptuk selalu mengawasi tindakan masyarakat setiap waktu, karena perbandingan jumlah
penduduk dengan jumlah personil tidak seimbang,

Oleh karena itu, scbaiknya suatu 1hendaknya juga mengatur bagaimana lembaga

pemerintahan melakuka m tindakan Guklak) dalam meningkatkan kesadaran hul masyarakat. Karcna
kalau kesadaran hukum masyarakat telah terbentuk, tidak mengalami kesulitan fagi dalam pe negakan
hukum atau peraturan tersebut dalam mayarakat. Persyaratan untuk tumbuhnya kesadaran i ini perlu
dirumuskan secara baik dalam peraturan itu, misalnya dari aspek manfaat diusahakan agar maters
peraturan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat manfaatnya, sanksi yang diterapkan adalah yang
benar-benar tegas dan dapat dilaksanakan, proses penerapan sanksi bagi pelanggar diatur secara jelas

tanpa ada penafsiran yang beragam dan persyaratan Jainnya diatur dalam peraturan tersebut.

4. 6 Rekomendasi
Dari hasil pencgakan Perda ini oleh Satpol PP dan para pihak yang terkait. masih menunjukkan
s i

berbagai kelemahan baik dari segi subtansi Perdaitu sendiri maupun dari aparat penaghnya, kelemahan

tersebut antara lain:
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1) PerdaNo. 4 Tahun 2000 Tentan g RCtribusiS a m p;ﬂ.};, (clah memuat dua pokok masalah
yang belum tuntas diatur. Dua 1_Tiasdlah itu adalah dimu ?uﬁya masalah penanganan sampah
dan reribusi sampah, scharusnya kedua mésalnh i di‘pisah kan Perdanya atau satu Perda
Ini juga tetapi memuat materi kedua maslah ini secaramemadai.

2) Perdaini belum diiringi dengan segeranya dikeluarkan Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk
Teknis. Akibatnya tim yang bertugas menerapkan Perda ini mengalami kesulitan,

3) Tidak adanya Juklak dan Juknis ini, adalah akibat masing-masing dinas yang terkait dengan
Perdaini saling menunggu sehingga Bagian Hul.ium Kota Pekanbaru mengolami kendala

untuk menggodok timbulnya Juklak dan Juknis.

5. Faktor Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum ot

Salah satu faktor yang tidak Kalah penting peranannya dalam penegakan hukuis, h faktor
kesadaran masyarakat, yaitu adanya l\%‘ingin;m masyarakat untuk taat terhadap hukurs berlaku
tanpa adanya paksaan dari pthak manapun. Misalnya, apabila ada sampah bertebaran ¢ ih jalan,
tanpadisuruh olch siapapun masyarakat dengan cepat bereakst memungutnya dan memix iva pada
tempat pembuangan sampah yang telah disediakan, dengan kesadaran ini Iebih cepat ¢ dicapai

tujuan hukum yang telah dibuat.

Masalahnya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat agar patuh tert sukum.
Mengingat kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam sctiap anusia
yang mungkin timbul atau tidak, akan tetapi karena azas hukum tersebut ada pada diri s - anusia
yaitu “keadilan”, maka ketika hukum yang ada mengandung azas hukum timbul ti: runtuk
mematuhinya, scbaliknya kalau azas itu dipandang masyarakat tidak ada maka kesadaran un ‘matuhi

hukum tidak akan timbul.

Oleh karena itu, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mengharapkar buhnya
keasadaran hukum dant masyarakat. Pertama, masyarakat harus memahami hukum ter: rerlebih
dahulu, Memahami hukum dapat dengan cara terlebih dahulu mengetahui tentang apakah b tersebut
telah ada atau belum, kalau telah ada apakah hukum tersebut berlaku secara syah atau tick smudran
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dengan pengetahuan seperti itu maka timbullah kefahaman bahwa peristiwa yang dihadapi masyarakat
telah ada hukum yang mengaturnya dan berlaku sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi.

Kedua, faktor pembentukan hukum berdasarkan azas hukum yaitu “keadilan”. Keadilan yang
sesungguhnya memang sulit ditemukan karena hanyak Allah SWT yang mempunyai kekuasaan dan
bersifat adil. Namun untuk memenubhi telah tercantumnya azas hukum ini, kehendak masyarakat tidak
bertentangan dengan pengaturan yang ada dalam hukum, walaupun sebenarnya kehendak masyarakat
secara keseluruhan sulit diterapkan namun paling tidak kehendak mayoritas masyarakat telah tercantum
dalam hukum tersebut. Misalnya, hukum tidak akan dipatuhi kalau didalamnya mengatur tentang
pemaksaan kehendak, menguntungkan satu golongan saja dan sebaliknya hukum akan dengan sedirinya
dipatuhi kalau mencantumkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan dan untuk kesejahteraan rakyat.

Keriga, faktor sosialisasi atau efektifitas menanamkan hukum. Hukuny yang ada tidak akan
dipatuhi masyarakat kalau tidak ditananamkan scjak dini bagi setiap orang. Mulai dari bayi, telah
diajarkan waktu-waktu untuk makan, menyusui, mandi dan bermain, begitu juga setelah anak-anak
digjarkan cara menghargai teman, cara hormat pada orang tua, menghargai waktu sampai dewasa nilai-
nilai seperti itu terus ditanamkan schingga dengan sendirinya hukum itu dapat dipatuhi karena telah
menjadi kebiasaan atau suatu kebutuhan. Schingga hukum tersebut dihargai oleh masyarakat, karena
telah sadar apabila melanggar hukum akan menimbulkan resiko yang tidak hanya merugikan dirinya
sendiri tetapi juga merugikan orang lain.

Keempat, faktor tauladan dari pemerintah atau aparat penegak hukum. Dari dahulu telah dikenal
istilah “kalau guru kencing berdiri, maka murid keneing berlari”. Artinya, faktor contoh suri tauladan ini
berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat teradap hukum. Kalau pemerintah atau aparat penegak
hukum patuh terhadap pembayaran pajak, maka masyarakat secara perlahan akan berusaha untuk
meniru untuk tetap taat dalam membayar pajak, akan tetapi kalau aparat pemerintah menggunakan
kenderaan yang tidak pernah diurus pajak kenderaannya, maka masyarakatpun akan menggunakan
alasan tersebut untuk tidak membayar pajak kenderaannya karena telah ada contoh orang yang tidak
membayar pajak juga dapat secara leluasa mengendarai kenderaannya.

Oleh karena itu, minimal dengan terlaksananya ke empat faktor ini, yaitu hukum yang dibentuk
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telah mengandung azas pembentukan hukum (keadilan), kemudian masyarakat telah men getahui dan
memahami hukum, seterusnya menghargai hukum tersebut karena telah menjadi kebutuhan ditambah
lagi dengan contoh yang baik dari pemerintah atau penegak hukum, dengan perlahan tetapi pasti

masyarakat akan menumbuhkan kepatuhannya terhadap hukum yang ada.

98

PERPUSTAKAAND UNRIVERSITAS RIRAU
http://repository.unri.ac.id/ BT 5

@ Repository University Of Riau




